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KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala

limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan,
sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat
menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, focus group
discussion dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan
analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja
(Pokja) di masa pandemi Covid-19 ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata
Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi
yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi
hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya
terhadap materi hukum yang ada (existing), tetapi juga terhadap sistem hukum
yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan
pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan
evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal
ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum vyang menyebutkan bahwa
pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai
satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan
tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan
menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6
Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan
kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang
dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6
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Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah
peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni,
kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta
tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan
bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan
dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi
berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan
perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya
usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi
Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya
untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran
dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi
yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
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KATA PENGANTAR

puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum tahun
2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi
Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan
Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses
Pelayanan Bantuan Hukum. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum
terhadap 25 (dua puluh delapan) peraturan perundang-undangan, yang terdiri
dari: 13 (tiga belas) Undang-Undang, 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah, 1 (satu)
Peraturan Presiden, 3 (tiga) Peraturan Menteri, dan 1 (satu) Peraturan
Mahkamah Agung. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum di
Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19
yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang
berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian,
Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa
penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
PHN-40.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis
dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, selama 9
(sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan
Oktober 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah . Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
(Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Penanggung Jawab . Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua . Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
Sekretaris : Dwi Agustine Kurniasih
Anggota 1. Asfinawati
2. Totok Yulianto
3. Aisyah Lailiyah
4. Joko Winarso
5. Indah Rahayu
6. Viona Wijaya
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7. Gunardi SA Lumbantoruan
8. Odie Faiz Guslan
9. Diana Puji Ratna KF

Sekretariat o lis Trisnawati

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang
kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam
analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil
kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu
dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan
rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang
telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan
kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:
1. Prof. Dr. HR. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. - Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional;

2. Maman Usman Rasjidi, S.H.,, M.H. — Centre for Regulatory Research
(CRR);

3. Renata Arianingtyas - Chief of Party Empowering Acces to Justice (The
Asian Foundation).

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran
dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum
ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna
bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang
Bantuan Hukum.

Jakarta, Oktober 2020
Ketua Kelompok Kerja

Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Adagium hukum
alam tersebut apabila diterjemahkan berarti “berkatalah yang jujur, janganlah
merugikan (menyakiti) orang lain, dan berikan orang lain yang merupakan hak
nya”.! Sekiranya hal tersebut yang dapat menjadi prinsip dasar bagi para
penegak hukum dan para sarjana hukum pada umumnya dalam menjalankan
kewajibannya sehari-hari, dan pedoman untuk mencapai suatu “kepastian
hukum yang adil” sesuai dengan amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Tujuan akhir dari hal ini, adalah terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera,
adil, makmur, serta bahagia. Pada masa pasca reformasi tahun 1998, salah satu
agenda penting yang di gaungkan pada saat itu adalah menyejahterakan
masyarakat terutama di bidang pengakan hukum. Orientasi penegakan hukum di
Indonesia yang menitikberatkan pada pengadilan, kepolisan, kejaksaan,
terutama lembaga bantuan hukum masih perlu optimalisasi.?

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin oleh
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan tercantum
pada Pasal 16 dan 26 di mana pasal tersebut menjamin semua orang berhak
memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk
diskriminasi. Di Indonesia sendiri, telah dibentuk Undang-Undang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai UU Bankum). Sudah
sekitar 9 (sembilan) tahun usia UU Bankum, cukup banyak manfaat yang
diperoleh dari lahirnya undang-undang ini. Di samping hal tersebut, terdapat
juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris terhadap
UU Bankum ini. Menurut Indah Rahayu terdapat beberapa masalah yang dapat
diungkapkan terkait UU Bankum ini seperti:?

! Satjipto Rahardjo, /Imu Hukum — Cetakan ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), him.274

2 Diding Rahmat — Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
di Kabupaten Kuningan, Jurnal Unifikasi Vol. 04 No. 01 Januari 2017, hlm.35-36, di jelaskan juga
bahwa masyarakat pada Kabupaten Kuningan sangat merindukan bantuan hukum gratis untuk
masyarakat tidak mampu.

3 Indah Rahayu — Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, Rechtsvinding Online 31 Desember
2019, him. 2-4
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1. Beberapa provinsi di Indonesia, memiliki jumlah Pemberi Bantuan
Hukum (PBH) yang minim di bandingkan dengan provinsi lainya, dan
mayoritas PBH tersebut hanya terkonsentrasi di ibukota pada tiap-tiap
provinsi, sehingga tidak dapat menjangkau sampai pada tingkat
kabupaten/ kota;

2. Bantuan hukum dinilai belum dapat memberikan akses keadilan yang
sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Pada
dasarnya setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum
(Equality before the law) dan negara bertanggungjawab atas fakir miskin
salah satunya dana dalam APBN untuk bantuan hukum, sehingga segala
kalangan dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum
menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Negara vyaitu
menjamin system hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan Hak asasi
warga negaranya, dalam hal ini adalah keadilan (Access to Justice);*

3. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini lebih menitikberatkan pada
pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk
pendampingan bagi pelaku. Sedangkan bagi korban, sementara ini
bantuan hukum yang diberikan berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi
seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan yang
besaran biayanya tidak cukup besar. Maka dukungan bantuan hukum
bagi korban seringkali hanya melingkupi sampai tahap pelaporan atau
pemeriksaan di tingkat kepolisian, padahal seharusnya bisa melingkupi
sampai masalah non penanganan perkara seperti tahap pemulihan dan
akses kebutuhan khusus untuk beberapa kasus tertentu, seperti
rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman, dan lain sebagainya.
Belum lagi jika kelompok rentan ini kesulitan didalam memperoleh Surat

4 Lihat Pasal 1 angka 2 UU Bankum bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 5 bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap
orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri
yang mana hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,
layanan Pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/ atau perumahan. Lihat juga H. Andi Ferry
Mulyanuddin, Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang
mampu untuk menjamin hak konstitusi warga Negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum,
Jawa Barat: 2017, Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar
(https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-
tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-
negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum diakses pada 15 Januari 2020)
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Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat memperoleh
bantuan hukum, maka perlu dipikirkan kembali penyederhanaan
prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan;

4. Ruang lingkup kegiatan bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan

Hukum membagi ruang lingkup kegiatan meliputi masalah hukum
keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitigasi;®

5. Dalam hal lainnya, akses keadilan bagi masyarakat miskin atau kelompok

rentan juga dibutuhkan pada saat hak-hak konstitusionalnya dilanggar
oleh suatu peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum dalam
litigasi saat ini memang sudah meliputi masalah hukum keperdataan,
pidana, dan tata usaha, namun tidak untuk judicial review, hak uji
materiil. Terhadap pengujian sebuah aturan sudah seharusnya
masyarakat miskin dan kelompok rentan juga memiliki kesempatan yang
sama untuk memperjuangkan haknya, apalagi hal ini juga terkait dengan
beban biaya administrasi judicial review itu sendiri.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, dan mengingat
dalam rangka menyejahterakan masyarakat di bidang penegakkan hukum, maka
sekiranya perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap
peraturan perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum.
Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap
hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif,
yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok
kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan
perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode
6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

5 Adapun lebih lanjut di dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan
bahwa pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan: (1) penyuluhan hukum; (2)
konsultasi hukum; (3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; (4)
penelitian hukum; (5) mediasi; (6) negosiasi; (7) pemberdayaan masyarakat; (8) pendampingan di
luar pengadilan; dan/atau (9) drafting dokumen hukum.
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Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditugaskan untuk
melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi hukum serta memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun
2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan
evaluasi hukum tersebut dapat dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan
dan peninjauan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan evaluasi hukum vyang akan dilakukan pada peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan akses pelayanan bantuan hukum.
Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi terhadap
persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait
akses pelayanan bantuan hukum baik pada tataran normatif maupun efektivitas
implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan
perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan vyang
dianalisis dan evaluasi dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan
masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan

evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum?

2. Bagaimana dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

3. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum, jika ditinjau dari dimensi: nilai-nilai
Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; potensi
disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan; kesesuaian asas bidang
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hukum peraturan perundang-undangan vyang bersangkutan dan
efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

Bagaimana hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum?

C. Metode
Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja mengacu pada

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan

Hukum Nasional tahun 2019. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam

beberapa tahap kerja sebagai berikut:

1.

Inventarisasi
Analisis dan evaluasi hukum diawali dengan menginventarisasi Peraturan
Perundang-undangan, termasuk juga peraturan perundang-undangan
yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang terkait dengan Hukum
Acara Perdata.
Evaluasi
Setelah diinventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta
data dukungnya, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dengan
menggunakan enam dimensi yang meliputi:
a. Dimensi Pancasila
Penilaian terhadap dimensi Pancasila merupakan analisis yang
bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan
perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai  yang
terkandung dalam sila-sila Pancasila.
b. Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-
Undangan
Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan
bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah
sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata
susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih
tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi
lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak
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dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar
(grundnorm).

c. Dimensi Disharmoni
Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif,
terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan
mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3)
perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan
Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan
sebagaimana diatur dalam Lampiran Il Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: sistematika dari
pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan,
menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang
bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan
rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau
istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi
atau batasan pengertian secara cermat. Analisis terhadap
kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi
pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya;

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan
Perundang-Undangan yang Bersangkutan
Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan
perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas
materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan.
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta
berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat
sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Perumusan Rekomendasi
Rekomendasi terdiri atas umum dan khusus. Rekomendasi umum berisi
saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang
bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan
perundang-undangan yang terkait akses pelayanan bantuan hukum yang terdiri
dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Menteri, dan peraturan perundang-undangan lainnya vyang diakui
keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan kebijakan yang
terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi telah didapati 25 (dua puluh lima)
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses layanan bantuan
hukum yang kami susun dengan tabel sebagai berikut:

No Nama Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

4, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
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No Nama Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan
' Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Pelambak Garam;
8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
' Indonesia;
10. | Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
" | Rumah Tangga;
12. | Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
" | Tentang Perlindungan Anak
14 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
" | Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
15. ;
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme
16. | Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang;
17 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja
" | Indonesia Di Luar Negeri;
18 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan
" | Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun;
19 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
" | Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

20 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan,
" | Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi;
21 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan

" | Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial
2 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian
" | Bantuan Hukum
Permenkumham No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
23 Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan
" | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
o Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi
" | Lembaga Bantuan Hkum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
oy Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
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BAB Il
HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa bantuan hukum diberikan kepada fakir miskin yang
merupakan tanggung jawab negara untuk memperoleh persamaan dihadapan
hukum serta hak untuk dibela advokat.® Dalam sila kedua dan sila kelima,
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses
keadilan serta dijamin kesetaraan dihadapan hukum sehingga mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.” Dalam pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatur mengenai status
Indonesia merupakan negara hukum sehingga meskipun bantuan hukum tidak
diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, negara wajib untuk memenuhi hak atas akses keadilan atas
masyarakatnya. Oleh karenanya setiap warga negara wajib untuk dibela,
diberlakukan sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh keadilan.

Pada dasarnya Bantuan Hukum di Indonesia telah berkembang sejak abad
ke-20, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, melalui pendirian sekolah tinggi
hukum pada 1924 Rechtshoogeschool. Jauh sebelum adanya UU Bankum dan
diamanatkan UUD 1945, amanat untuk memberikan bantuan hukum sudah
tercantum dalam Pasal 119 HIR mengatur “Ketua pengadilan negeri berkuasa
memberi nasihat dan bantuan kepada pengugat atau wakilnya dalam hal
mengajukan tuntutan.® Meskipun ini bukan bantuan hukum dari advokat tetapi
esensinya adalah memberikan bantuan hukum di pengadilan. Setelah itu
tercantum juga dalam terdapat Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965
tentang Pokrol. Berdasarkan Pasal 1, Pokrol berkewajiban menegakkan hukum

% Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, cet. 1.,
(Jakarta: Elex Media Komputindo), him. vii.

7 Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara
Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him. 3.

8 Pasal 250 HIR mengatur juga tentang adanya pemberian bantuan hukum bagi seseorang yang
didakwa dengan pasal yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Ketua Pengadilan dalam
ketetapnya dapat menunjuk seorang ahli hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan,
dalam MaPPI FH Ul dan Yayasan TIFA, Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia, (Depok: Badan
Penerbit Fakultas Hukum — Universitas Indonesia, 2019), him.19
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dengan jalan memberi nasihat, mewakili, danatau membantu seseorang,
sesuatu badan, atau sesuatu pihak di luar maupun di dalam pengadilan.
Sedangkan syarat-syarat pokrol tersebut diatur dalam Pasal 2 yaitu “untuk
melaksanakan pekerjaan, Pokrol harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia; 2. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan
Negeri tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok-pokok
perdata, dan hukum pidana; 3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum
mencapai umur 60 tahun; 4. Bukan pegawai negeri atau yang disamakan dengan
pegawai negeri. Pokrol tidak hanya harus memenuhi syarat tersebut tetapi untuk
melakukan pekerjaan pokrol di dalam suatu pengadilan diperlukan pendaftaran
pada Kepaniteraan Pengadilan. Panitera pengadilan kemudian akan memberi
surat pendaftaran pokrol kepada pokrol yang telah didaftar dan mencatatnya
dalam buku catat pokrol. Surat pendaftaran pokrol tersebut memberi hak untuk
memberi bantuan hukum dalam daerah wewenang pengadilan tempat
pendaftaran.

Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami
secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam
batas konvensional semcam bantuan hukum dimana pemberi bantuan hukum
dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum
tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan
hukum yang disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait
dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu. Dalam
kenyataannya e-court sistem® dapat menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum
dapat diberikan dalam bentuk dan mekanisme yang berbeda dimasa yang akan
datang. Maka model bantuan hukum yang berkembang seiring perkembangan
jaman menjadi tuntutan atas pendefinisian kembali konsep bantuan hukum yang
ada sekarang ini.

Politik hukum pembentukan undang-undang Bantuan Hukum pada dasarnya
merupakan bentuk affirmative action dari pemerintah untuk dapat memberikan
layanan atas akses ke keadilan (access to justice) yang lebih luas pada seluruh
laporan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar
1945, maka akses kepada keadilan adalah prinsip dasar dari negara hukum.
Dengan tidak adanya akses terhadap keadilan, maka dikhawatirkan warga

° Dory Realing, Technology for Justice, (Leiden: Leiden University Press, 2009), him. 47
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masyarakat baik orang perorangan maupun kelompok tidak dapat
memperdengarkan suaranya, menggunakan haknya, dalam menentang
kesewenang-wenangan, diskriminasi atau meminta pertanggungjawaban
pembuat keputusan. Norma ini selaras dengan UN Principles and Guidelines on
Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2012 dimana:
Delivery of justice should be impartial and non-discriminatory. The
independence of the judicial system, together with its impartiality
and integrity, as an essential prerequisite for upholding the rule of
law and ensuring that there is no discrimination in the
administration of justice. 1° (Penyampaian akses ke keadilan harus
tidak memihak dan tidak diskriminatif. Kemandirian sistem
peradilan, bersama dengan ketidakberpihakan dan integritasnya,
sebagai prasyarat penting untuk menegakkan supremasi hukum
dan  memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam
penyelenggaraan peradilan)

Konsep pengaturan dan gagasan bantuan hukum sebelum adanya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur dalam
beberapa peraturan, namun dirasa masih belum dapat menjamin tujuan
sebagaimana disebutkan diatas, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang
dijamin atas akses terhadap keadilan sehingga mendapatkan pengakuan.
Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adli terhadap hak
mereka. Dalam Pasal 28 H ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan. Kemudian dalam Pasal 28 | ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa
negara merupakan penanggungjawab serta penjamin atas terlaksananya
hak setiap orang atas kemudahan serta perlakuan khusus terhadap
kemudahan akses untuk memperoleh keadilan;

10 pasal 13 UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2012
1 terjemahan bebas dari penulis.
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana)
Pasal 54 memberikan dasar yuridis perlunya dibentuk Undang-Undang
tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum selain merupakan hak asasi
dari korban juga hak asasi tersangka maupun terdakwa. Pasal 55 juga
memberikan dasar pengakuan hak seseorang (Tersangka atau Terdakwa)
untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Pada kondisi khusus seperti
dalam hal Terasangka atau Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun
atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan
dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
Setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuanya dengan
Cuma-Cuma (Pasal 56 KUHAP). Selain itu, dalam penjelasan Pasal 56
KUHAP dinyatakan bahwa bagi tersangka yang ancaman masa pidananya
lebih dari lima tahun tetapi kurang dari lima belas tahun, maka akan
ditunjuk penasihat hukum untuk melakukan pembelaan dengan
penunjukan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan
tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat tersangka dilakukan
penahanan, terkecuali pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang
bertentangan dengan Pasal 282 ayat (3),Pasal 296, Pasal 335 ayat (1),
Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a,
Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, tindakan pelanggaran Bea dan Cukai,
serta tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (4)
KUHAP.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Dalam Pasal 1792, Pasal 1793, Pasal 1794 menegaskan bahwa penerima
kuasa dapat diberikan secara cuma-cuma. Oleh karenanya, bantuan
hukum selain dapat diberikan kepada masyarakat yang berkecukupan
juga dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu;
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia juga memuat ketentuan yang menegaskan bantuan hukum
sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 menegaskan tiga poin mengenai pengakuan terhadap hak
atas keadilan dalam konteks pemberian bantuan hukum, terdiri dari:

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut
dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan
martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak
mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang
obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok
masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 18 memberikan penjelsan bahwa bantuan hukum dibutuhkan
dalam setiap tahap acara pidana;*?

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia
Ketentuan Pasal 34 memberikan pernyataan bahwa setiap orang yang
berada dalam proses perkara bebas dari segala bentuk ancaman,
gangguan, terror, dan kekerasan. Oleh karenanya meskipun muatan
dalam pasal tersebut tidak langsung berkaitan dengan bantuan hukum,
tetapi menjadi dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum;

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa advokat memiliki
kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
masyarakat yang tidak mampu. Namun, tata cara yang diatur kurang jelas
dan tidak dinyatakan sebagai tujuan utama terbentuknya Undang-
Undang tentang Advokat. Kemudian, dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2)

2. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak
pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu
sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang diperiksa berhak
mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap...”.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 13



bentuk bantuan hukum hanya dibatasi dalam ruang lingkup dunia
pendidikan dan penelitian hukum bagi advokat asing. Selain itu, dalam
pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditegaskan
bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memperlakukan kliennya
secara setara, terlepas dari salah satunya latar belakang sosial dan
budaya dari klien tersebut. Ketentuan Pasal 34 memberikan pernyataan
bahwa setiap orang yang berada dalam proses perkara bebas dari segala
bentuk ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan. Oleh karenanya
meskipun muatan dalam pasal tersebut tidak langsung berkaitan dengan
bantuan hukum, tetapi menjadi dasar filosofis terbentuknya Undang-
Undang tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan dalam Pasal 56 dan 57 menyatakan bahwa bantuan hukum
merupakan hak setiap orang yang berada dalam proses suatu perkara.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat mampu
maupun tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang tidak
dapat deikenakan tarif jasa tertentu walaupun terdapat bentuk
kesepakatan antara si pemberi bantuan hukum dengan penerima
bantuan hukum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat
Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan bantuan
hukum dalam Pasal 31 Undang-Undang tentang Advokat dapat
menimbulkan interpretasi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang berakibat
pada sempit bahkan tertutupnya akses terhadap keadilan. padahal, akses
keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena hukum harus
trasnparan dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Pasal 10 huruf d “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh
pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”;
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10. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa “selama proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau
korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya
yang dibutuhkan”;

11. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Pasal 5 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa “Sebagai penghormatan dan
penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial yang meliputi kemudahan dalam layanan dan
bantuan hukum?”;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jelas
memuat afirmasi sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 5: penerima bantuan
hukum merupakan orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan,
sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak
dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Kemudian, dalam Pasal 12 disebutkan
hak penerima bantuan hukum berupa bantuan hingga permasalahan hukum
selesai atau berkekuatan hukum tetap serta mendapatkan informasi dan
dokumen vyang berkaitan dengan permasalahan hukumnya. Dalam bab
Penjelasan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dinyatakan pula bahwa
pemberian bantuan hukum belum mencakup banyak kelompok renta sehingga
kesulitan untuk mengakses keadilan karena faktor ekonomi menjadi
penghambat untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Sesudah disahkannya UU Bantuan Hukum, muncul pula berbagai ketentuan
yang memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan bantuan hukum
khususnya kepada masyarakat tertentu.

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran

Pasal 6 (1) huruf g menyatakan bahwa “setiap Calon Pekerja Migran
Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: memperoleh
pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat
merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.
Pasal 21 (1) huruf f “Perlindungan selama bekerja meliputi
pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 15



berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian”.

2. Undang-Undang 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 64 menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang
berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberian bantuan
hukum dan bantuan lain secara efektif;

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Pasal 29 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap
pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal
keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”;

5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan
Perma No. 1/2014 merupakan perubahan dari SEMA 10/2010. Layanan
hukum bagi masyarakat tidak mampu cakupannya terdiri dari:

a. Layanan pembebasan biaya perkara
b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan
c. Penyediaan posbakum pengadilan

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

UU Bankum secara ideal memiliki peran sebagai regulasi yang memayungi

seluruh ketentuan regulasi yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum
bagi masyarakat miskin. Regulasi-regulasi yang memiliki peran sebagai regulasi
turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakata; serta

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
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Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Bantuan Hukum.
Peraturan turunan ini memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis dari
pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sesuai dengan
ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Berbagai Peraturan turunan ini memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis dari
pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sesuai dengan
ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM
memiliki peran strategis dalam pelaksanaan UU Bankum, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 6 jo Pasal 7 dimana Menteri Hukum dan HAM c.q. BPHN
diberi mandat sebagai penyelenggara bantuan hukum menurut UU Bankum ini.
Secara terinci penyelenggara bantuan hukum memiliki tugas meliputi: a.
menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; b.
menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas
pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d.
mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan
Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun
anggaran.'® Untuk melaksanakan tugas-tugas ini Menteri Hukum dan HAM
mempunyai wewenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan
bantuan hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan
tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta melakukan verifikasi dan
akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Lebih lanjut untuk melaksanakan UU Bankum, pendanaan atau anggaran
menjadi titik sentral pelaksanaan bantuan hukum. Pemerintah setiap tahunnya
mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin yang dibebankan
kepada APBN. Setiap tahun anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk

13 Lihat Pasal 6 ayat (3) UU Bankum Tahun 2011
14 Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Bankum Tahun 2011
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bantuan hukum cenderung meningkat, seperti pada tahun 2017 total pagu
anggaran bantuan hukum sebesar Rp. 41.145.310.000,-. Nilai pagu anggaran ini
meningkat pada tahun 2019 berjumlah Rp. 51.100.000.000,- dan kembali
meningkat untuk tahun 2020 dimana Pemerintah menganggarkan dana sebesar
Rp. 53.679.000,- untuk disalurkan kepada organisasi bantuan hukum
terakreditasi untuk membantu warga miskin penerima bantuan hukum.
Peningkatan anggaran ini nyatanya masih belum dapat secara proporsional
meng-cover riil biaya di lapangan, terlebih dengan luasnya wilayah geografis
Indonesia. Hal ini yang dialami oleh beberapa OBH seperti Perhimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), LBH Jakarta, maupun LBH Apik yang
menyatakan bahwa dana yang disediakan ini belum sesuai dengan kebutuhan riil
dilapangan.®®

Namun demikian dalam kurun waktu 9 tahun sejak diundangkannya UU
Bankum, telah banyak capaian program yang dilaksanakan oleh BPHN untuk
melaksanakan penyelenggaran bantuan hukum yang lebih baik dalam rangka
untuk mempermudah access to justice bagi masyarakat miskin.

PENERIMA BANTUAN HUKUM LITIGASI
TAHUN 2016 5.0. TAHUN 2019

BANTUAN HUKUM NON LITIGAS!I
TAHUN 2016 5.D. TAHUN 2019

Gambar: Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dari Tahun 2016 -2019

15 https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-
sesuai-kebutuhan-riil/ diakses tanggal 11 Desember 2020
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Tahun 2015 untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum serta
penyaluran dana bantuan hukum agar lebih transparan dan akuntabel serta
menjawab tuntutan e-government, BPHN membuat Sistem Informasi Database
Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang dapat diakses secara online untuk pencairan
dana, pengawasan dan pelaporan bantuan hukum. Aplikasi ini kemudian
mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi pelayanan publik dari Kementerian
PANRB di tahun 2017 dan 2018.

Inovasi lainnya terkait Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum,
BPHN telah memiliki sebuah program untuk membantu dan memudahkan
proses verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum yang bernama aplikasi
VERASI pada Sistem Informasi Database Bantuan Hukum atau dikenal dengan SID
Bankum.!® Sistem online melalui SID Bankum ini berupaya untuk
menyederhanakan birokrasi, tidak hanya dalam proses verifikasi dan akreditasi
tetapi juga mempermudah proses reimbursement, menjamin transparansi dan
profesionalisme pelaksanaan bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum dapat
mengakses website ini untuk mendaftarkan organisasi bantuan hukum nya
sebagai calon pemberi bantuan hukum pada saat pendaftaran telah dibuka. Saat
ini telah terdapat 4.300 Advokat dan 3.957 Paralegal yang tergabung dalam 524
Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi. Jumlah Penerima Bantuan Hukum
sampai dengan triwulan Il terdiri atas Bantuan Hukum litigasi sebanyak 9.577
Orang dan 2.660 Kegiatan Nonlitigasi.

Dalam halaman website ini juga dapat melihat berbagai macam info penting,
seperti jumlah penerima Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi). Walaupun
dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukum Il yang dilaksanakan pada tanggal 11-
13 September 2019 di Bali dikatakan bahwa SID Bankum belum dapat melakukan
penilaian secara kualitatif terhadap pemberian bantuan hukum pada masyarakat
miskin, namun paling tidak dengan adanya aplikasi ini sudah memudahkan dan
menghemat biaya dan waktu dalam hal proses verifikasi dan akreditasi. Terlebih
aplikasi VERASI ini telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun
2020 vyang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, mengikuti jejak
SIDBANKUM.

16 Dapat di akses di https://sidbankum.bphn.go.id/
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Program terobosan lainya yang cukup progresif adalah adanya portal
konsultasi hukum pada website Legal Smart Chanel (LSC) yang diprakarsai juga
oleh BPHN.Y” Dalam portal konsultasi ini seseorang yang memiliki permasalahan
hukum dapat berkonsultasi mengenai masalah nya pada portal ini, yang nantinya
akan dijawab oleh para penyuluh hukum di BPHN yang berkompeten di bidang
nya.

Lebih lanjut, pada tahun 2020 ini dua rancangan peraturan Menteri Hukum
dan HAM sebagai amanat UU Bankum ditargetkan dapat selesai, yakni
Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Permenkumham
tentang Perubahan Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian
Bantuan Hukum. Saat ini kedua rancangan peraturan tersebut telah selesai tahap
harmonisasi dan selanjutnya ditargetkan dapat diundangkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir tahun ini.

Selain itu juga, Kementerian Hukum dan HAM telah membuat Memorandum
of Understanding (MoU) terkait program Bantuan Hukum ini. MoU ini sendiri
terbagi kedalam dua hal yaitu, MoU antara Menteri Hukum dan HAM dengan
Kementerian/Lembaga, dan Perjanjian Kerjasama antara BPHN dengan
Kementerian/Lembaga terkait, seperti:

1. Mahkamah Agung (NOMOR: PHN.HN.03.03-16; NOMOR:

325/DJU/HK.00/2/2016; NOMOR: 0550/DJA/HK.00/02/2016; NOMOR:
192/DIMT/B/HK/2/2016)
Perjanjian Kerjasama ini disusun antara Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) dengan Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan
Peradilan Agama, dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN
Mahkamah Agung. Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan maksud
sebagai dasar bagi para pihak dalam berkoordinasi untuk menyusun
kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang
miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Serta memfasilitasi
pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan melakukan
sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat serta instansi vertikal
masing-masing. Tidak terdapat daluwarsa terhadap Perjanjian Kerjasama
ini.

17 Dapat di akses pada https://Isc.bphn.go.id/
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2. Kejaksaan Republik Indonesia (NOMOR: M.HH-07.HM.05.02 TAHUN
2016; NOMOR: KEP-021/A/JA/01/2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM Rl dengan
Jaksa Agung RI. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar
dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi
pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang
miskin yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan para pihak dapat
memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin pada
tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukum serta eksekusi atau
hingga perkara hukum tetap.
Disamping itu kedua belah pihak juga melakukan penerangan dan
penyuluhan hukum tentang sosialisasi bantuan hukum kepada orang
miskin atau kelompok orang miskin. Tidak terdapat jangka waktu
daluwarsa terkait nota kesepakatan ini.
Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh Perjanjian Kerjasama antara Kepala
BPHN dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Bidang
Intelijen (NOMOR: PHN.HN.03.03-15; NOMOR: B-004/E/Ejp/02/2016;
NOMOR: B-445/F/Fjp/02/2016; NOMOR: B-237/D/Ds/02/2016).

3. Kementerian Dalam Negeri (NOMOR: M.HH-04.HM.05.02 TAHUN 2016;
NOMOR: 180/285/SJ TAHUN 2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM dengan
Menteri Dalam Negeri. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk
Menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan, dan pembinaan
desa sadar hukum. Memberikan akses pemberian bantuan hukum
kepada masyarakat miskin serta meningkatkan komitmen pada para
pihak dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Dijelaskan juga
dalam nota kesepakatan ini juga dalam rangka memaksimalkan peran
penyuluh hukum dan paralegal. Jangka waktu dari nota kesepakatan ini
adalah 3 (tiga) tahun.

4. Kementerian Desa (NOMOR: M.HH-05.HM.05.02 TAHUN 2016; NOMOR:
01/M-DPDTT/KB/I/2016 TAHUN 2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM dengan
Menteri Desa. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar
dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi
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pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum demi terwujudnya
desa sadar hukum dan akses pemberian bantuan hukum kepada orang
miskin atau kelompok orang miskin di desa, daerah tertinggal dan
transmigrasi oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, dan
mewujudkan desa sadar hukum. Dalam nota kesepakatan ini juga di
amanatkan untuk memaksimalkan peran penyuluh hukum dan paralegal.
Tidak terdapat daluwarsa terhadap Nota Kesepakatan ini.
Hal ini kemudian ditindaklanuti dengan Perjanjian Kerjasama antara
Kepala BPHN dengan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Kepala Balitbang Pendidikan, Pelatihan dan
Informasi Kementerian Desa (NOMOR: PHN.HN.03.03-17; NOMOR:
0675/DPPMD/11/2016; NOMOR: PK.01/BALILATFO/2/2016).

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia (NOMOR: M.HH-06.HM.05.02
TAHUN 2016; NOMOR: B/7/1/2016 TAHUN 2016)
Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM Rl dengan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maksud dari nota
kesepakatan ini adalah untuk memberikan akses bantuan hukum
terhadap orang miskin, dan memberikan sosialisasi (penyuluhan)
tentang akses bantuan hukum serta peraturan terkait. Nota Kesepakatan
ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

6. Perhimpunan Advokat Indonesia — PERADI (NOMOR: PHN.HN.04.03-37;
NOMOR: 413/DPN/PERADI/X/17)
Perjanjian Kerjasama ini disusun antara Kepala BPHN dengan Ketua DPN
PERADI. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan kerjasama
memfasilitasi pemberian bantuan hukum untuk Penerima Bantuan
Hukum dan melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Bantuan Hukum
yang berstatus advokat serta melakukan sosialisasi program bantuan
hukum kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan aparatur penegak
hukum. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun.

Disamping berbagai capaian yang telah diuraikan sebelumnya, dari hasil
analisis dan evaluasi ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU
Bankum baik secara normatif maupun empiris, yakni:
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A.1. Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam undang-undang ini memiliki definisi sebagai jasa
hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum dalam ketentuan undang-
undang ini adalah orang atau kelompok orang miskin.'® Sedangkan Pemberi
Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Penerima bantuan
hukum dan pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam ketentuan umum dalam
UU Bantuan Hukum, sedangkan “jasa hukum” tidak dijelaskan atau definisikan
dalam ketentuan umum UU Bantuan Hukum. Pada bagian batang tubuh dalam
UU Bantuan Hukum juga tidak ditemukan penggunaan kata/istilah “jasa
hukum”. Walaupun dalam UU Advokat memberikan definisi terkait jasa hukum
akan tetapi masih menimbulkan kegamangan dalam penerapannya. Secara
normatif pengertian atau definisi Bantuan Hukum terdapat dalam dua undang-
undang, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-
Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Perbandingan Definisi Bantuan Hukum

UU Advokat UU Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 2 Pasal 1 angka 1

Jasa Hukum adalah jasa|Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
yang diberikan Advokat | Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
berupa memberikan | Penerima Bantuan Hukum.

konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, | Pasal 4

mewakili, mendampingi, | 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan
membela, dan melakukan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
tindakan hukum lain untuk| 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepentingan hukum klien meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan
tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
Pasal 1 angka 9 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bantuan Hukum adalah jasa meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
hukum yang diberikan oleh membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain
Advokat secara cuma-cuma untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
kepada Klien yang tidak
mampu.

18 pasal 1 angka 1 UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum
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Terlihat dari tabel perbandingan tersebut, apabila merujuk kepada UU
Advokat maka memang terkesan bahwa “Bantuan Hukum” merupakan bentuk
dari pemberian “Jasa Hukum” yang dilakukan oleh seorang advokat (Pemberi
Bantuan Hukum) kepada Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini klien atau
masyarakat tidak mampu. Namun sebaliknya, dalam ketentuan umum Pasal 1
UU Bankum, tidak terdapat definisi yuridis terkait jasa hukum. Lebih jauh, apabila
melihat dari formulasi Pasal 4 ayat (3) UU Bankum, dapat dikatakan pasal
tersebut memiliki formulasi yang mirip dengan Pasal 1 angka 2 UU Advokat.
Menjadi pertanyaan, apakah hal ini dapat juga dikatakan sebagai pengertian jasa
hukum dalam UU Bankum, sedangkan Pasal 4 tersebut termasuk dalam “Bab II
Ruang Lingkup” bukan pada “Bab | Ketentuan Umum” yang berisi definisi-definisi
yuridis dalam peraturan perundang-undangan itu.

Batasan ruang lingkup jasa hukum menjadi penting dikarenakan dalam
definisi bantuan hukum, jasa hukum dihubungkan dengan kata cuma-cuma,
sehingga menjadi acuan bagi penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan
hukum dan penerima bantuan hukum. Akibat definisi yang tidak jelas batasannya
maka dalam praktik terdapat beberapa pemberi bantuan hukum yang kemudian
menafsirkan sendiri bahwasanya yang bersifat cuma-cuma hanya terbatas pada
jasa yang diberikan, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional seperti
biaya perkara, perbanyak dokumen, penggunaan ahli, penerjemah, dan lain-lain
tidak termasuk jasa hukum sehingga tidak dapat dikategorikan secara cuma-
cuma dan dapat dimintakan kepada pihak yang membutuhkan atau
berkepentingan dalam hal ini penerima bantuan hukum. Penafsiran ini didukung
dengan komponen anggaran yang disediakan oleh negara sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun
2017 khususnya dalam kegiatan bantuan hukum litigasi yang hanya
menyebutkan besaran biaya litigasi sebesar Rp. 8.000.000 per kasus tanpa ada
kejelasan komponen anggaran apakah hanya untuk pergantian jasa hukum,
operasional maupun institusional.

Sementara disisi lainnya beberapa penerima bantuan hukum dapat juga
menafsirkan bahwasanya “jasa hukum cuma-cuma” bersifat keseluruhan tidak
hanya jasanya semata namun seluruh tindakan dan pengeluaran yang dilakukan
oleh pemberi bantuan hukum termasuk dengan biaya operasional seperti biaya
perkara, perbanyak dokumen, legalisir, ahli, penerjemah, dan sebagainya.
Beberapa penerima bantuan hukum beranggapan dan berharap mereka tidak
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mengeluarkan biaya apapun ketika permasalahan hukumnya mendapatkan
bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum.

Perbedaan perspektif dalam menafsirkan “jasa hukum”, khususnya dikaitkan
dengan “cuma-cuma” berpotensi menimbulkan konflik dimana penerima
bantuan hukum keberatan ketika pemberi bantuan hukum meminta sejumlah
dana kepada penerima bantuan hukum untuk kepentingan pembayaran biaya
perkara, penggunaan ahli, penerjemah, perbanyak dan/atau pengesahan
dokumen. Konflik ini akan lebih diperparah ketika penerima bantuan hukum
menggunakan ketentuan Pasal 21 UU Bantuan Hukum untuk meminta
penghukuman kepada pemberi bantuan hukum karena menerima atau meminta
pembayaran yang terkait dengan perkara. Walaupun Permenkumham Nomor
63 Tahun 2016 mengatur secara rinci tata cara pemberian bantuan hukum dan
penyaluran dana bantuan hukum yang didalamnya mengatur kegiatan-kegiatan
yang masuk dalam kategori bantuan hukum, namun ada kebutuhan biaya
operasional yang ditanggung oleh OBH tidak termasuk dalam kategori tersebut.
Hal ini juga berpotensi penolakan permohonan bantuan hukum dapat juga
terjadi ketika pemberi bantuan hukum menyadari untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut memerlukan biaya diluar jasa hukum yang tidak cukup
sebagaimana diberikan oleh negara, mengingat pemberi bantuan hukum juga
harus memikirkan pengeluaran institusional yang tidak ditanggung dalam
anggaran yang diberikan negara. Contohnya ketika OBH harus mendampingi
warga miskin di daerah terpencil atau kepulauan, biaya transportasi yang tinggi
dapat menjadi pertimbangan OBH ketika akan memberikan jasa hukumnya.

Oleh karena itu batasan yang jelas terkait “jasa hukum” dalam UU Bantuan
Hukum diperlukan agar juga dapat menjadi panduan atau pedoman terutama
terkait dengan komponen anggaran yang disediakan dan diberikan negara
kepada pemberi bantuan hukum. Terdapat konsekuensi ketersediaan dan
metode pengeluaran anggaran vyang harus disediakan negara terkait
pendefinisian “jasa hukum”. Apabila negara ingin mengartikan bahwa jasa
hukum secara cuma-cuma yang diberikan pemberi bantuan tidak hanya terbatas
pada jasanya semata namun juga seluruh kegiatan dan pengeluaran terkait
pemberian bantuan hukum, maka negara harus menyediakan komponen
anggaran tambahan terkait operasional dan bila memungkinkan juga terkait
kebutuhan institusional pemberi bantuan hukum, sehingga penerima bantuan
hukum tidak perlu mengeluarkan dana untuk menyelesaikan permasalahan
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hukum yang dihadapi. Namun apabila negara belum dapat menanggung seluruh
biaya yang harus dikeluarkan pemberi bantuan hukum dalam menjalankan kerja
pemberian bantuan hukum atau negara kesulitan dalam menentukan komponen
dan metode pengeluaran, maka negara juga harus secara jelas memberikan
definisi jasa hukum cuma-cuma yang diberikan pemberi bantuan hukum kepada
penerima bantuan hukum hanya terbatas pada jasanya semata dan tidak
termasuk kebutuhan lain yang harus dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum
dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan
kajian secara komprehensif terkait anggaran ideal dalam pemberian bantuan
hukum termasuk perlunya menghitung biaya riil yang dibutuhkan berdasarkan
wilayah geografis.®

Selain itu, batasan jasa hukum cuma-cuma dalam ketentuan UU Bantuan
Hukum akan dapat menutup area “abu-abu” dan memberikan kejelasan bagi
penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan
hukum. Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami
secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam
batas konvensional semcam bantuan hukum di mana pemberi bantuan hukum
dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum
tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan
hukum yang disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait
dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu.

Demikian pula aplikasi yang memuat Q&A (pertanyaan dan jawaban)
mengenai subyek/topik tertentu dalam masalah hukum khususnya yang
sederhana dapat menjadi terobosan pemberian bantuan hukum khususnya
sebagai pertolongan pertama. Dalam kenyataannya e-court sistem dapat
menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk dan
mekanisme yang berbeda dimasa yang akan datang. Maka model bantuan

19 Terkait hal ini Konferensi Nasional Bantuan Hukum | yang dilaksanakan di Jakarta tahun 2019
memberikan beberapa rekomendasi terkait anggaran, yakni merevisi SK Menteri Hukum dan HAM
tentang besaran biaya litigasi dan nonlitigasi sehingga mengcover keseluruhan biaya yang diperlukan
dalam pemberian bantuan hukum. Sebaiknya anggaran dihitung per kasus sehingga penerimaan jasa
bantuan hukum dimungkinkan lebih dari satu kali bagi satu orang klien untuk kasus yang sama tetapi
layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan riil. Lihat
https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-
sesuai-kebutuhan-riil?page=2 diakses tanggal 11 Desember 2020
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hukum yang berkembang seiring perkembangan jaman menjadi tuntutan atas
menetapkan batasan atas konsep bantuan hukum dengan lebih luas dan jelas.

A.2. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Bankum memang ditujukan pada
masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada
kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2 yang merumuskan
bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 hanya memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak yang
tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang,
layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau
perumahan, tanpa uraian teknis yang memberikan petunjuk dan batasan secara
lebih rinci mengenai bagaimana pengukuran indikator pada Pasal 5 dilakukan.

Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf c Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan
parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak
penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan
oleh kelurahan/desa. Hal ini ditengarai akan berpotensi menimbulkan kerancuan
terkait penetapan definisi dari golongan miskin tersebut, belum jelasnya batasan
parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin
yangm disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan
berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan
hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan
penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Hasil analisis kajian memberikan kualifikasi miskin dalam beberapa
pengertian yaitu:

1. Setiap Orang yang Berada dalam Proses Perkara;

2. Masyarakat Mampu; dan

3. Masyarakat Kurang mampu.
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Definisi ini tentunya tidak hanya berdasarkan pemahaman makna atau
gramatikal. Adapun definisi Masyarakat Kurang Mampu mencakup orang atau
kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan, sandang, papan, layanan
kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak dapat melakukan suatu
kegiatan usaha. Terkait dengan kriteria kurang mampu atau miskin, maka perlu
kiranya suatu penjelasan terkait dengan hal ini. Merujuk kepada perkembangan
beberapa undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang tentang
Masyarakat Adat, Undang-Undang tentang Kelompok Disabilitas dan Undang-
Undang perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta perkembangan atas perkara pidana yang
ada, maka kelompok-kelompok ini (perempuan, anak atau masyarakat suku
terpencil) dapatkah dikatagorikan sebagai mereka yang dapat masuk kedalam
kriteria masyarakat kurang mampu? Beberapa hal tersebut dapat dijelaskan
pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Perbandingan Penerima Bantuan Hukum dalam beberapa Peraturan
Perundang-Undangan

No. Judul Peraturan Pengaturan
1. | Ul No. 8/1981 | Pasal 56
tentang KUHAP20 Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu
yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih
yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasehat hukum bagi mereka.

2. | UU No. 31/1997 | Pasal 215

tentang Peradilan | (1) Untuk kepentingan pembelaan perkaranya,
Militer Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan.

20 Merujuk pada ketentuan Pasal 56 KUHAP, bantuan hukum juga wajib diberikan kepada Tersangka
atau Terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.
Pada prakteknya penyidik, penutut umum dan hakim sebelum dilakukannya proses pemeriksaan
akan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa bila mereka belum
memiliki penasehat hukum, ancaman hukuman yang tinggi menjadi faktor seseorang untuk wajib
didampingi penasehat hukum selain faktor ketidakmampuan. Pada prakteknya organisasi bantuan
hukum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dapat menggunakan surat penunjukan dari
Penyidik, penutut umum dan hakim untuk menggantikan surat keterangan tidak mampu.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 28



No. Judul Peraturan Pengaturan
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang
ada di lingkungan Angkatan Bersenjata.

3. | UU No. 13/1998 | (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada
tentang lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan
Kesejahteraan Lanjut | kesejahteraan sosial yang meliputi:

Usia a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

b. pelayanan kesehatan;

c.  pelayanan kesempatan kerja;

d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana,
dan prasarana umum.

f.  kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

g.  perlindungan sosial;

h.  bantuan sosial.

4, | UU No. 39/1999 | Pasal 18 ayat (4)

tentang HAM Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan
bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

5. | UU No. 18/2003 | Pasal 22 ayat (1)
tentang Advokat Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara

cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak
mampu.

6. | UU No. 23/2004 | Pasal 10 hurufc
tentang PKDRT Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh

pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

7. | UU No. 48/2009 | Pasal 56 ayat (1)
tentang  Kekuasaan | (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
Kehakiman memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari
keadilan yang tidak mampu.

8. | UU No.  49/2009 | Pasal 68B
tentang Peradilan | (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
Umum memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari
keadilan yang tidak mampu.

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan
tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang
bersangkutan.
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No. Judul Peraturan Pengaturan
9. | UU No. 11/2012 | Pasal 23
tentang SPPA Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib
diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10.| UU No. 23/2002 jo. | Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
UU No. 35/2014 | untuk:
tentang Perlindungan 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
Anak penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan
upaya hukum yang berlaku; dan
3. 3. membela diri dan memperoleh keadilan di
depan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
11.| UU No. 7/2016 Pasal 41
tentang Perlindungan | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
Dan Pemberdayaan dengan kewenangannya berkewajiban melakukan
Nelayan, Pembudi fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada
Daya lkan, Dan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam,
Petambak Garam termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya lkan
yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang
mengalami  permasalahan dalam  menjalankan
usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
12.| UU No. 18/2017 | Pasal 6 ayat (1) huruf g
tentang Perlindungan | Bahwa salah satu hak pekerja migran adalah
Pekerja Migran | "memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas
Indonesia tindakan yang dapat merendahkan harkat dan
martabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan di negara
tujuan penempatan".

Pertanyaan ini mengemuka sehubungan dengan dalam beberapa perkara,
semisal istri atau anak yang diterlantarkan serta dihambat aksesnya terhadap
rekening atau harta lainnya atau kasus-kasus suku pedalaman terkait dengan
penguasaan hutan atas hak ulayat misalnya. Mengenai kasus-kasus ini dalam
sebagian kasus kelompok minoritas/rentan ini menjadi miskin secara sementara.
Sehingga tidak akan
menyelesaikan masalah hukumnya tersebut. Maka menjadi suatu catatan atas

apabila tanpa bantuan hukum mereka mampu
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pendefinisian kembali penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Bantuan Hukum.

Selain itu kategori miskin atau tidak mampu untuk mengakses
pendampingan hukum atau advokat berbeda dengan kemampuan untuk makan.
Misal Konsultan Shietra yang mematok jasa konsultasi Rp. 1.300.000,- (satu juta
tiga ratus ribu rupiah) per jam dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah)untuk jam berikut ataupun untuk klien langganan. Sesi yang melebihi 1
jam akan tetap dihitung menjadi penggenapan kelipatan jam berikutnya.?! Bisa
dibayangkan mahalnya biaya pengurusan masalah hukum. Setiap konsultasi
perlu membayar dan belum biaya ke pengadilan tingkat I, banding, kasasi dan
eksekusi.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 16/2011, dinyatakan bahwa
untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

1. mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya

identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimohonkan bantuan hukum,

menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau
pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam kenyataannya, pemohon bantuan hukum merupakan orang yang
mengalami peritiwa atau permasalahan hukum jauh dari tempat tinggalnya.
Dalam peristiwa pidana misalnya dimana TKP (tempat kejadian perkara) jauh dari
daerah dia berasal atau tempat tinggalnya atau bahkan peristiwa itu terjadi
diluar wilayah Negara Indonesia. Dalam hal demikian maka menjadi masalah
mengenai pemenuhan atas syarat dalam poin c sebagaimana disebutkan diatas
dimana persyaratan tersebut menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil
terpenuhi. Padahal dalam hal kasus ada di luar negeri dan korban adalah buruh
migran, UU PPMI memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan
bantuan hukum tetapi karena persyaratan teknis maka hak buruh migran
tersebut terabaikan.

21 Lihat https://www.hukum-hukum.com/p/1.html
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Walaupun dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 telah memberikan
perluasan dari SKTM??, sejumlah Peraturan Daerah pada akhirnya memberikan
persyaratan lainnya yang sejalan dengan ketentuan tersebut sebagai jalan keluar
dari masalah ini, misalnya:

Tabel 3 Persyaratan Penerima Bantuan Hukum dalam beberapa Peraturan

Daerah
No Peraturan Pengaturan
1. Pasal 15 Perda | (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak
Kabupaten memiliki surat keterangan miskin Pemohon Bantuan
Karanganyar No. | Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan
5/2018 Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras

Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak
memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon
Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan
tersebut.
2. Pasal 14 ayat (4) Perda | Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
Kota Tasikmalaya No. | Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan:
1/2018 tentang (1) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
Penyelenggaraan 2) Kartu Beras Miskin;
Bantuan Hukum 3) Kartu Indonesia Pintar;
4) Kartu Indonesia Sehat;

)

)

5) Kartu Perlindungan Sosial; atau

6) Dokumen lain sebagai pengganti Surat
Keterangan Miskin.

3. Pasal 17 ayat (3) dan | (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak

(4) Perda Kota | memiliki surat keterangan miskin sebagaimana
Yogyakarta 3/2019 | dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan
tentang Hukum dapat melampirkan: a. kartu menuju
Penyelenggaraan sejahtera; b. kartu indonesia pintar; c. kartu indonesia
Bantuan Hukum sehat; d. kartu perlindungan sosial; e. kartu Jaminan

kesehatan khusus;, f. dokumen peserta program

22 Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain
sebagai pengganti surat keterangan miskin.
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No

Peraturan Pengaturan

kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau g. dokumen
lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

(4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat
oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui
oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:

a. kepala kepolisian atau penyidik yang
memeriksa dan menyidik perkara orang miskin
pada tahap penyidikan;

b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum
yang melakukan  pemeriksaan  dan/atau
penuntutan terhadap orang miskin pada tahap
penyidikan atau penuntutan;

c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima
Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;

d. kepalalembaga pemasyarakatan, jika Penerima
Bantuan Hukum adalah narapidana miskin;
atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang
memeriksa perkara orang miskin.

Alternatif surat keterangan miskin yang beragam di berbagai peraturan

daerah diatas, pada dasarnya menggambarkan upaya yang dilakukan dalam

menjawab berbagai permasalahan dilapangan. Sayangnya operasionalisasi atas

norma dalam undang-undang yang tidak seragam disetiap daerah menimbulkan

standar pelaksanaan bantuan hukum yang juga tidak seragam di Indonesia.

Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengaturan Penerima Bantuan

Hukum di Indonesia meskipun telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal
10 butir d dan e, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21 yakni:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak
memiliki visi jangka panjang akibat dari perkembangan hukum juga hak
seseorang akan keadilan bisa dipenuhi melalui perubahan hukum dan
kebijakan karena hanya melimitasi area bantuan hukum pada lingkup
perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara;

2. Konflik antara pengaturan dan implementasi mengenai bantuan hukum.
Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, seluruh proses beracara dari tahap awal sampai
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putusan akhir dibiayai oleh negara, namun faktanya masih banyak biaya
yang dikeluarkan oleh penerima bantuan hukum dalam proses beracara;

3. Konflik antara aturan Bantuan Hukum dengan berperkara secara prodeo.

Anggaran bantuan hukum diperuntukkan sebagai biaya kuasa hukum
tetapi kenyataannya anggaran tersebut ada pula yang digunakan untuk
membayar biaya perkara. Hal ini disebabkan tidak ada harmonisasi
dengan ketentuan pembebasan biaya perkara di MA untuk kasus yang
dibiayai dengan dana bantuan hukum.

4. Konflik antara aturan mengenai akses bantuan hukum. Dalam

penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum mengutip ICCPR yang menentukan adanya dua syarakat untuk
mendapatkan bantuan hukum vyaitu kepentingan keadilan dan tidak
mampu secara nilai ekonomis. Sementara dalam berbagai rumusan pasal
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
membatasi hanya untuk kelompok miskin.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2019 Komisi Nasional Perempuan (Komnas
Perempuan), di tahun 2018, terdapat peningkatan sebanyak 406.178 kasus
kekerasan pada perempuan dilaporkan, naik sekitar 14% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Dalam catatan akhir tahun tersebut, ranah yang paling
berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam ranah
personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT).?3
Sementara itu, catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menerima
4.885 aduan kasus terkait anak di tahun 2018. Jumlah-jumlah tersebut di atas
belum termasuk kekerasan yang terjadi tanpa dilaporkan ke instansi terkait
maupun penegak hukum.?* Belum lagi dengan kelompok rentan lainnya seperti
disabilitas, lansia dan sebagainya.

Untuk mendorong tercapainya masyarakat yang dijamin  hak
konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka
kiranya perlu mereformulasi kembali definisi penerima bantuan hukum dalam

ZBhttps://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20P
erempuan%202019.pdf
2https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-
kasus pelanggaran-hak-anak
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UU Bankum ini. Kajian komprehensif terhadap kondisi atau fakta di lapangan
terkait dengan kelompok masyarakat tertentu yang masih belum dapat
mengakses bantuan hukum (access to justice) perlu dilakukan untuk mendukung
revisi terhadap ruang lingkup penerima bantuan hukum.

A.3. Pemberi Bantuan Hukum

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3) UU Bankum, Pemberi Bantuan
Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Lebih lanjut
mencakup advokat dan non advokat yang dapat memberikan bantuan hukum
melalui pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi tersebut.

Adapun syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum

untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Berbadan hukum. Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud
dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh
Menteri. Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada
dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus
badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud
sudah berstatus sebagai badan hukum. Akta pendirian OBH;

2. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Status kepemilikan dan
sarana prasarana kantor dan foto kantor secara keseluruhan luar dan
dalam;

3. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan adanya Akta pengurus OBH;
Memiliki program Bantuan Hukum. Format rencana program Bantuan
Hukum sesuai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3
Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga
Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;

5. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau
Organisasi. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH, Surat izin
beracara sebagai advokat yang masih berlaku, Berita acara sumpah
advokat; dan

2 Lihat Pasal 9 UU Bankum, dimana dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum memberikan hak bagi
pelaksana bantuan hukum untuk melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan
mahasiswa fakultas hukum.
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6. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus perkara litigasi.

Dalam hal kriteria pemberi bantuan hukum, parameter yang dipakai oleh
kedua kriteria ini adalah peradilan pidana, yang secara sangat formal dan ketat
membatasi siapa yang dapat memberikan bantuan hukum. Maka implikasinya
adalah pemberian bantuan hukum dalam kenyataannya menggunakan
parameter proses peradilan pidana yang meliputi tahap sejak pelaporan hingga
pelaksanaan putusan pengadilan. Parameter ini dianggap paling realistis, namun
dalam prakteknya masing-masing sub sistem peradilan pidana semisal
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan memiliki perspektif
yang berbeda tentang bantuan hukum terkait dengan kewenangan dan bagian
pelaksanaan tugas peradilan pidana dalam masing-masing institusinya.

Permasalahan yang ditemukan pada bagian ini lebih banyak terkait dengan
masalah yang ditemukan di lapangan, yakni: Pertama, secara umum dalam
prakteknya untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum, sebuah Lembaga
Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan harus terlebih dahulu
terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sejak
diundangkannya UU Bankum, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan
Pembinaan Hukum Nasional telah melaksanakan 3 (tiga) kali verifikasi dan
akreditasi. Dalam periode tahun 2013-2015 terdapat 310 Pemberi Bantuan
Hukum yang lolos dan terakreditasi, kemudian pada periode tahun 2016-2018
terdapat 405 Pemberi Bantuan Hukum, kemudian jumlah tersebut meningkat
pada periode selanjutnya yakni periode tahun 2019-2021 menjadi 524 OBH.
Faktanya dilapangan masih ditemukan Calon Pemberi Bantuan Hukum yang
belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi, termasuk
Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak mengetahui peraturan-peraturan
yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi. Beberapa
potret yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak mengatur mengenai

usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi tersebut berdiri, tetapi
BPHN mencoba untuk memasukkan syarat ini dengan tujuan dapat
menjaring Calon Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel.

2. Selain itu adanya ketentuan mengenai advokat yang menjadi pengurus

di beberapa organisasi yang juga turut mendaftar, padahal hal ini tidak
diperkenankan.
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3. Terdapat advokat yang menjadi pengurus berada di luar wilayah
organisasi bantuan hukum yang mengikuti verasi. Hal ini berpengaruh
terutama untuk akreditasi C yang hanya mensyaratkan 1 advokat.
Apabila advokat hanya 1 dan berada di luar wilayah bagaimana efektifitas
pelaksanaan bantuan hukumnya.

ient purposes only

Gambar: Peta Persebaran OBH di Indonesia (https://adil.bphn.go.id/)

4. Lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum yang terbatas hanya dalam satu
wilayah provinsi saja, kebanyakan Calon Pemberi Bantuan Hukum
menyampaikan dokumen perkara yang didampingi hingga luar provinsi.

Kedua, permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan persebaran pemberi
bantuan hukum yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan
data yang disajikan dalam Peta Akses Bantuan Hukum yang diperoleh dari situs
LSC (Legal Smart Channel), yang menyajikan megenai persebaran OBH yang ada
di Indonesia dalam gambar di bawah ini:

Berdasarkan peta tersebut, dapat terlihat dengan jelas persebaran OBH di
Indonesia yang masih belum merata, daerah seperti Kalimantan, Bangka-
Belitung, Kep. Riau, Papua, Papua Barat masih sangat minim, bahkan dapat
dihitung dengan jari.?® Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki

26 Indah Rahayu, Op.Cit, him.2
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PBH. Dari 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH yang sudah terakreditasi,
mayoritas OBH berada di Pulau Jawa, sedangkan pada daerah lainya seperti
Kalimantan dan terutama pada Indonesia bagian timur masih sangat sedikit dan
kalaupun ada hanya terpusat pada lbu Kota Provinsi. Persebaran OBH yang
kurang merata ini menyebabkan penerapan UU Bankum menjadi tidak efektif
serta efisien, dan tentunya bertentangan dengan Pasal 2 huruf e dan f.

Terhadap kondisi ini beberapa solusi dapat menjadi pertimbangan dalam
menyelesaikan isu permasalahan ini. Salah satunya terkait dengan
pemberdayaan pemberi bantuan hukum dari kalangan non advokat. Telah
disampaikan sebelumnya, bahwa selain advokat terdapat juga pemberi bantuan
hukum dari kalangan non advokat yaitu salah satunya adalah Paralegal. Paralegal
juga menempati posisi yang menjanjikan dan memiliki peran yang strategis
dalam membantu memberikan bantuan hukum. Apabila dilihat dari segi jumlah,
maka dapat dikatakan Paralegal juga dapat dikatakan memiliki jumlah yg hampir
sama dengan advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum yang
telah terakreditasi, seperti yang terlihat dalam bagan berikut ini:?’

600

512

528
N _ 1
500 T I ![m {103
: I

400

319
13
300 | i
195 |
20 160 gpos 159 || 162 157 151 13
1 131
[ ‘ 106 1 1
I 99 106 | l mJ 1%‘ al be 7
100 69 66 L 3 68 . 15 L5 1l e ] 8 s
I [ Y 55 32 34 " 30 39 'R E) AT
1 & & | | 1 L | .
% e 1T ks s 3 ewn! o VP e be b (o

" Paralegal

Gambar: Sebaran Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam PBH Terakreditasi (2019-2021).

27 pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum — BPHN, ARAH KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM TERKAIT
PENINGKATAN PERAN PARALEGAL DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM, disampaikan dalam diskusi
publik via webminar dengan PBHI pada tangal 2 Desember 2020.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 38



Berdasarkan bagan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah sebaran
Advokat pada setiap Provinsi di Indonesia sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus)
orang dan Paralegal sebanyak 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh)
orang. Maka dengan keterbatasan personel advokat dan sebarannya yang belum
merata dewasa ini, sebenarnya dapat memanfaatkan dan memaksimalkan
tenaga Paralegal yang ada. Berdasarkan pemaparan webminar yang
diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PBHI) pada Rabu, 2 Desember 2020, beberapa cara dapat ditempuh untuk
memaksimalkan peran Paralegal adalah:?®

a. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paralegal, nantinya mengacu
kepada Pedoman Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala
BPHN. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal diselenggarakan oleh Pemberi
Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan, perguruan tinggi, lembaga
pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan lembaga non pemerintah;

b. Pengakuan kompetensi Paralegal melalui rekognisi Paralegal, adalah
pengakuan dari BPHN dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi
Paralegal pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti dan lulus
pelatihan Paralegal. Rekognisi ini berupa surat keterangan dari BPHN,
yang digunakan untuk memastikan bahwa seorang Paralegal itu memliki
kompetensi yang memadahi dalam memberikan layanan bantuan
hukum. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari munculnya kembali
persepsi Paralegal sebagai “pokrol bambu”. Perlu ditekankan juga bahwa
Paralegal bukan sebuah “profesi” tetapi “peran”. Hal ini dilakukan juga
untuk menghindari persepsi Advokat yang menganggap Sebagian fungsi
Paralegal dilaksanakan oleh Advokat;?

c. Standar Kurikulum peran Paralegal, dimaksudkan untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar
Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan
Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan
Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia,
Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan,

28 | oc.Cit
2 | oc.Cit. Lihat juga Gina Sabrina, “Mendorong Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan

Bantuan Hukum”, disampaikan dalam diskusi publik via webminar dengan PBHI pada tangal 2
Desember 2020.
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Pengaduan, dan Kronologis dan Aktualisasi Peran Paralegal. Dalam
konteks Paralegal Komunitas, perlu juga untuk mendapatkan pelatihan
lanjutan (khusus) terkait dengan bidang kerjanya serta hukum acaranya
(pidana, perdata, agama, administrasi). Misalnya:
i. Paralegal Gambut perlu mendapat pelatihan khusus terkait
hukum lingkungan dan lahan gambut;
ii. Paralegal BNP2TKI perlu mendapatkan pelatihan lanjutan
(khusus) terkait dengan ketenagakerjaan.

Terkait permasalahan belum meratanya persebaran Pemberi Bantuan
Hukum juga sebagai akibat dari periode verifikasi dan akreditasi yang
pelaksanannya setiap 3 (tiga) tahun. Hal ini juga menjadi catatan yang muncul
dalam Konfrensi Nasional Bantuan Hukum Ke-2 (Bali, 10-13 September 2019).
Secara detil permasalahan mengenai periode verifikasi dan akreditasi akan
diuraikan pada sub bagian berikut dalam laporan akhir ini.

A.4. Periode Akreditasi dan Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum dalam
Rangka Pemeratan Access to Justice

Dalam Pasal 7 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa verifikasi dan
akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Menurut Peraturan Menteri
Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan
Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala
BPHN No: PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan
Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi, sebagai
berikut:

1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
Jumlah kegiatan nonlitigasi;
Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
Jangkauan penanganan kasus;
Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
Usia atau lama berdirinya OBH;

L ® N oUW

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
10. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan
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Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada
dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat
Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), dan Nomor Rekening sendiri;

12. Jaringan yang dimiliki OBH.

Kegiatan verifikasi dan akreditasi tidak hanya dilakukan terhadap Organisasi
Bantuan Hukum yang baru mendaftar tetapi juga terhadap Organisasi Bantuan
Hukum yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya (perpanjangan
sertifikasi), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. pengumuman;
permohonan;
pemeriksaan administrasi;
pemeriksaan faktual;
pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan

I

penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Adapun lamanya waktu pelaksanaannya yaitu dalam jangka waktu paling
lama 4 (empat) bulan. Verifikasi dan akreditasi ini dilakukan oleh Panitia Verifikasi
dan Akreditasi yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dengan susunan
keanggotaan yang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. 5(lima) orang anggota yang terdiri atas:
a. 2 (dua) orangyang berasal dari unsur akademisi;
b. (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
c. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan
hukum atau Organisasi.

Panitia Verifikasi dan Akreditasi, selanjutnya disebut Tim 7, memiliki tugas
sebagai berikut:

1. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan

dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;

2. pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan
hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik,
dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
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pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
pemeriksaan administrasi;
pemeriksaan faktual;

o vk W

penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum;

7. penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau
Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada
Menteri; dan

8. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum
atau Organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 7 dibantu oleh Kelompok Kerja Pusat
yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kelompok Kerja Daerah yaitu
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses pemeriksaan administrasi
dan faktual, Kelompok Kerja Daerah merupakan garda terdepan dalam verifikasi,
karena sekalipun kegiatan verifikasi dan akreditasi dilakukan melalui aplikasi
Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) tetapi verifikator
pertama atas dokumen persyaratan yang disampaikan adalah Kelompok Kerja
Daerah.

Kelompok Kerja Daerah dituntut secara cermat memeriksa dokumen-
dokumen persyaratan Calon Pemberi Bantuan Hukum dan dengan segera
memberitahukan apabila terdapat kekurangan untuk segera dilengkapi. Begitu
pula dengan pemeriksaan faktual, pencocokan dokumen fisik yang disampaikan
oleh Calon Pemberi Bantuan Hukum disandingkan dengan dokumen-dokumen
yang diunggah dalam aplikasi Sidbankum hingga pemeriksaan faktual lapangan
mengenai fisik kantor dan kesesuaian alamat kantor yang disampaikan oleh
Calon Pemberi Bantuan Hukum juga dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah.
Pemeriksaan faktual oleh Tim 7 maupun Kelompok Kerja Pusat ke seluruh
wilayah di Indonesia sangat berpengaruh pada ketersediaan anggaran yang ada.
Mengingat luasnya wilayah Indonesia serta kondisi geografis pada Sebagian
besar wilayah Indonesia juga berpengaruh pada proses verifikasi OBH di
lapangan oleh Tim 7, karena mereka harus meninjau langsung OBH para calon-
calon pemberi bantuan hukum yang berada pada daerah yang sulit di jangkau
dan hal ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu secara
umum perspektif negara kepulauan belum tercermin dalam kebijakan bantuan
hukum ini.
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Namun demikian, Tim 7 dan Kelompok Kerja Pusat juga tetap melaksanakan
pemeriksaan faktual di beberapa wilayah disesuaikan dengan evaluasi. Begitu
seterusnya hingga seluruh proses sampai kepada Tim 7 dalam hal
mempertimbangkan lolos dan tidaknya Calon Pemberi Bantuan Hukum.

Pada pelaksanaannya, kendala yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi dan
akreditasi ini yaitu;

1. Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah dan

Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan.

2. Tidak ada pembagian kerja yang teruji antara Kelompok Kerja Daerah dan
Pusat karena tidak ada standar kerja dan output terkendali yang
seragam. Hal ini menyebabkan tumpukan kerja di Kelompok Kerja Pusat.
Akibatnya akurasi dan waktu verasi tidak bisa optimal. Proses kerja
semacam ini juga menghambat kemungkinan adanya verasi yang lebih
cepat daripada 3 tahunan karena prosesnya akan sangat membebani
akibat tidak adanya kerja berjenjang.

3. Calon PemberiBantuan Hukum belum memahami prosedur pendaftaran
verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi Bantuan Hukum
tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait
penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi, seperti misalnya:

a. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak mengatur
mengenai usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi
tersebut berdiri, tetapi BPHN mencoba untuk memasukkan
syarat ini dengan tujuan dapat menjaring Calon Pemberi
Bantuan Hukum yang kredibel.

b. Selain itu adanya ketentuan mengenai advokat yang menjadi
pengurus di beberapa organisasi yang juga turut mendaftar,
padahal hal ini tidak diperkenankan.

c. Terdapat advokat yang menjadi pengurus berada di luar
wilayah organisasi bantuan hukum yang mengikuti verasi. Hal
ini berpengaruh terutama untuk akreditasi C yang hanya
mensyaratkan 1 advokat. Apabila advokat hanya 1 dan berada
di luar wilayah bagaimana efektifitas pelaksanaan bantuan
hukumnya.
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d. Lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum yang terbatas hanya
dalam satu wilayah provinsi saja, kebanyakan Calon Pemberi
Bantuan Hukum menyampaikan dokumen perkara yang
didampingi hingga luar provinsi.

e. Peserta verasi adalah organisasi bantuan hukum, bukan
individu advokat. Terdapat perkara-perkara yang disampaikan
bukan atas nama Organisasi Bantuan Hukum tetapi
merupakan perkara pribadi advokat yang mana hal ini
tentunya tidak sesuai dengan Bantuan Hukum.

f.  Memaknai jumlah minimal perkara sebanyak 10 (sepuluh)
perkara untuk dapat mengikuti verifikasi dan akreditasi.
Apakah jumlah minimal ini dalam jangka waktu 1 periode
akreditasi (3 tahun) atau tiap tahun?

g. Bagaimana membuktikan bahwa perkara yang disampaikan
Organisasi Bantuan Hukum merupakan perkara orang miskin
jika tidak ada Surat Keterangan Miskin yang dilampirkan?
Karena memang didalam aturan belum mengatur mengenai
hal tersebut. Juga tafsir miskin itu sendiri seperti apakah
perkara jurnalis yang di PHK masuk kriteria miskin meskipun
tidak ada surat keterangan miskin.

h. Ketentuan saat ini masih membolehkan seorang advokat di
sebuah Organisasi Bantuan Hukum untuk merangkap sebagai
advokat pelaksana Bantuan Hukum di Organisasi Bantuan
Hukum yang lain. Namun kedepannya apakah ketentuan ini
akan efektif apabila hanya untuk memenuhi persyaratan saja.

i. Domisili pelaksana Bantuan Hukum yang harus berada dalam
wilayah kerjanya di provinsi.

j.  Bagaimana memastikan Pelaksana Bantuan Hukum seperti
misalnya Paralegal, melaksanakan perannya dalam Organisasi
Bantuan Hukum. Banyak ditemukan Paralegal yang direkrut
belum memiliki keahlian atau pengetahuan untuk dapat
menunjang pekerjaannya, padahal Organisasi Bantuan Hukum
memiliki  kewajiban untuk memberikan pelatihan bagi
Paralegal yang direkrutnya. Di sisi lain terdapat paralegal yang
sebenarnya adalah advokat magang. Tentu peran paralegal

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham Rl | 44



dalam kasus-kasus tertentu menjadi hilang begitu perannya
diganti oleh advokat magang.

k. Untuk Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan
permohonan perpanjangan verifikasi dan akreditasi terdapat
tambahan persyaratan lain seperti hasil pemantauan dan
evaluasi serapan anggaran dan jumlah perkara pro bono yang
dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum.

4. Calon Pemberi Bantuan Hukum vyang tidak dapat dijangkau oleh
Kelompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat dikarenakan
kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan pemeriksaan
administrasi dokumen yang disampaikan dalam aplikasi Sidbankum
tanpa ada pemeriksaan faktual.

Selama periode verifikasi dan akreditasi dari tahun ke tahun yang telah
dilakukan selama ini, Tim 7 mengambil kebijakan disesuaikan dengan kondisi
yang ada pada saat itu. Misalnya diawal penyelenggaraan Bantuan Hukum
beberapa kelonggaran diberikan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang belum
berbadan hukum untuk dapat mengurusnya kemudian, setelah ditetapkan
sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Hal ini didasarkan atas kebutuhan untuk
segera terimplementasinya Undang-Undang Bantuan Hukum dan akses keadilan
yang mendesak untuk kelompok orang miskin. Namun pada proses verifikasi dan
akreditasi di periode belakangan, kualitas dan integritas layanan Organisasi
Bantuan Hukum menjadi hal yang diprioritaskan dan hal ini sukses menjegal
banyak Calon Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan berbagai kecurangan
dalam proses verifikasi dan akreditasi periode tahun 2019-2021. Kecurangan ini
misalnya pemalsuan stempel kepolisian, membuat surat kuasa back dated yaitu
setelah putusan pengadilan keluar yang artinya OBH tersebut tidak menangani
perkara itu, menipulasi tanda tangan surat kuasa dan peserta penyuluhan
hukum, berkas perkara berbeda dengan judul perkara, dan lain-lain.

Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia dinaungi oleh Kementerian Hukum
dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 UU
Bankum. Meskipun UU Bankum telah memberikan perlindungan dengan adanya
payung hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum, namun ini belum memberikan
definisi lebih lanjut mengenai area pekerjaan Lembaga Bantuan Hukum dalam
berpraktek yang dapat berakibat dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum
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dadakan atau yang keluar dari konsep bantuan hukum yang telah ditetapkan
dalam ini.

Terkait permasalahan periode 3 tahun dalam pelaksanaan verifikasi dan
akreditasi, dilapangan juga ditemukan permasalahan karena ada beberapa OBH
yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode verifikasi
akreditasi dilaksanakan. Hal ini dianggap bisa menghambat access to justice,
terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah OBH minim atau bahkan tidak
ada sama sekali. Hal ini juga dikemukakan dalam Konfrensi Nasional Bantuan
Hukum Ke-2 (Bali, 10-13 September 2019).3° Dalam konfrensi tersebut
merekomendasikan agar periode tersebut dipersingkat. Dari hasil diskusi Tim
Bankum BPHN dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD dan rapat
bersama Narasumber, terhadap isu ini terdapat beberapa masukan alternatif
yang perlu dipertimbangkan, yakni:

1. Verifikasi akreditasi dilakukan kurang dari 3 tahun

Proses verifikasi dibedakan dengan akreditasi, dimana verifikasi bisa
dilakukan setiap tahun dan akreditasi tetap tiap 3 tahun

3. Tetap 3 tahun namun dengan beberapa syarat seperti dibuka peluang

untuk degradasi akreditasi

Hal ini juga perlu memperhatikan volume dan jenis kasus yang terjadi pada
daerah yang merupakan wilayah kerja OBH tersebut. Pada saat ini sebanyak 524
PBH yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018
tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi
sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021. Jumlah tersebut
meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi pada tahun
sebelumnya yang hanya 405 PBH. Menyikapi kendala ini, BPHN mengarahkan
PBH untuk menunjuk rekan advokat yang berdomisili di kabupaten/kota untuk
berafiliasi dengan PBH terverifikasi dan terakreditasi dengan menggunakan surat
penunjukan dari Direktur/Ketua PBH terakreditasi, hal itu diharapkan dapat
memperluas pemberian bantuan hukum untuk orang miskin atau kelompok
orang miskin di tingkat kabupaten/kota.

30 Konfrensi Nasional Bantuan Hukum ke-2 diselenggarakan di Bali 10-13 September 2019, him.9
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A.5. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum, lingkup bantuan hukum meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun
nonlitigasi. Namun seiring perkembangan kondisi saat ini, tidak menutup
kemungkinan masyarakat miskin tersebut juga berhadapan dengan masalah
hukum lain, seperti pengajuan uji materiil di MK dan MA, Perkara di peradilan
khusus (perburuhan), pengadilan niaga yang sangat berkaitan dengan hak buruh
dan lain sebagainya.

Selain itu, setelah putusan pengadilan ditetapkan proses selanjutnya adalah
eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan tersebut). Dalam perkara perdata,
masalah atau persoalan eksekusi ini selalu menemui kesulitan utk dilaksanakan,
seperti aanmaaning, sita jaminan, lelang dan lain sebagainya, karena sebenarnya
pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk mendampingi hingga perkara
hukumnya selesai. Sebuah perkara hukum dinilai selesai apabila eksekusi
putusan dijalankan sesuai dengan isi putusan. Penyelenggaraan bankum
idealnya sampai pada tuntasnya pemeriksaan perkara (pelaksanan putusan)
pendampingan sampai pada upaya hukum akhir, dan sebagianya.

Selain itu, ruang lingkup pelaksanaan bankum saat ini masih didominasi
hanya untuk pelaku, sementara bagi korban sifatnya hanya konsultasi dan
pendampingan di luar pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Renata
Arianingtyas dari The Asia Foundation selaku salah satu narasumber, dalam
paparannya menyatakan bahwa Bantuan hukum harus seluas mungkin, karena
tujuannya adalah untuk berkontribusi pada penghapusan hambatan dan kendala
yang merusak atau membatasi akses ke keadilan dengan memberikan bantuan
kepada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan representasi atau
perwakilan hukum dan akses ke sistem pengadilan.3! Lebih lanjut, karena pada
dasarnya pemberian bantuan hukum, tidak semata-mata mendampingi
seseorang ke pengadilan, namun melakukan pemetaan hambatan dan kendala,
serta sensitif kepada kebuthan unik pada individu tersebut dalam mengakses
keadilan hendaknya menjadi perhatian utama. Renata juga menegaskan bahwa,
bantuan hukum justru harus diukur keberhasilanya dari capaianya dalam
menghilangkan hambatan dan kendala tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan

31 Renata Arianingtyas, bahan paparan “Perkembangan Global Penguatan Bantuan Hukum Dalam
Rangka Mewujudkan Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin”, disampaikan dalam rapat di BPHN,
28 Agustus 2020, him.1-2
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menggunakan metode People Centered Approach, yaitu pendekatan yang
berpusat kepada penerima bantuan hukum.3?

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu untuk menghapus
hambatan dan kendala yang membatasi akses menuju keadilan, dalam hal ini
perlu untuk membuka ruang lingkup pada bantuan hukum, tidak sebatas pada
apa yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Bankum saja.

A.6. Ketersediaan Informasi dan Kesadaran Masyarakat terkait Program
Bantuan Hukum

Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (1JRS) bahwa sebanyak 52%
masyarakat umum di Indonesia yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum
cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah.3?

64

TIDAK
MENGGUNAKAN
BANTUAN HUKUM

3 6

MENGGUNAKAN
BANTUAN HUKUM

I\ EN GGUNAK AN KHAWATIR —
88 PENDAMPING PROSESHYA 60
NON-HUKUM BERBELIT: %
BELIT
5 MENGGUNAKAN
1 1 OBHSEJAK TIDAKYAKIN —
AWAL AKANMENDAPAT 39
HASIL MEMUASKAN %

Sumber: Bahan Paparan 1JRS, FGD BPHN 3 Agustus 2020

32 Ibid, him.10
3 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan
Bantuan Hukum, paparan disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di BPHN pada Senin, 3
Agustus 2020.
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IJRS juga menilai bahwa pengguna bantuan hukum masih relatif sedikit, dari
sebanyak 48% masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma
yang berasal dari Pemerintah. Mayoritas dari masyarakat tersebut tidak
menggunakan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti
kekhawatiran prosesnya berbelit-belit dan tidak yakin akan mendapatkan hasil
yang memuaskan.

Hal yang senada disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas di poin ke-3
(tiga) mengenai beberapa tantangan dalam hal bantuan hukum di Indonesia,
seperti: 3

1. Secara kuantitatif: Belum meratanya jumlah dan sebaran OBH, jumlah

advokat yang tergabung dengan OBH;

2. Secara kualitatif, kualitas pelayanan bantuan hukum oleh OBH masih

perlu ditingkatkan;

3. Masih rendahnya pemahaman hukum (legal empowerment) masyarakat

tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah;

4. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan

bantuan hukum;

5. Masih rendahnya kontribusi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;

6. Penerima bantuan hukum masih sebatas masyarakat miskin.

Apabila merujuk kepada pendapat Renata Arianingtyas yang sebelumnya
disampiakan, maka hal ini merupakan bentuk dari salah satu hambatan untuk
mengakses kepada keadilan, oleh karena itu perlu untuk dilakukan tindak lanjut
untuk mengatasi hal ini. Hal ini juga dapat di atasi dengan memaksimalkan peran
para Penyuluh Hukum. Penyuluh Hukum merupakan garda terdepan untuk
menyampaikan informasi-informasi penting terkait bagaimana implementasi
suatu peraturan perundang-undangan itu hendaknya dilaksanakan kepada
masyarakat luas, dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum bagi
masyarakat.

Berkaitan dengan dibuatnya beberapa MoU yang telah disampaikan dimuka,
di dalamnya juga memuat penguatan peran penyuluh hukum dalam memberikan
informasi terkait bantuan hukum gratis oleh pemerintah, apabila di korelasikan
dengan penelitian dari RS terkait ketidak tahuan masyarakat terkait program

34 Kementerian PPN/Bappenas, Perencanaan Penganggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat,
paparan disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020.
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bantuan hukum gratis yang cukup besar, maka dapat dipertanyakan juga
efektivitas dari MoU maupun kinerja dari penyuluh hukum sekarang ini.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum
Telah disampaikan dalam sub bab sebelumnya, diketahui bahwa penerapan
UU Bankum memiliki beberapa permasalahan baik secara normatif maupun
empiris. Berdasarkan hasil analisis dari tim Pokja, maka dapat disampaikan
beberapa dampak dari pelaksanaan UU Bankum sebagai berikut:

B.1. Dampak terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bantuan
hukum
Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan
melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak setiap
warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian
bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Sebelum lahirnya UU Bankum, beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran
bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya.
Beberapa daerah tersebut antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa
Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam Laporan Tahunan Implementasi UU Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM tahun 2014 disebutkan sebelumnya telah ada 22 (dua puluh
dua) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini sudah
memberikan anggaran bantuan hukum dan diatur dalam peraturan daerah
setempat. Oleh karena itu skema bantuan hukum yang diberikanpun bervariatif,
termasuk besaran biaya dan mekanisme penyalurannya. Misalnya:
1. Kualifikasi jenis bantuan pada umumnya meliputi bantuan baik litigasi
maupun non litigasi, kecuali:
a. Perda Kabupaten Karanganyar No. 5/2018 yang juga meliputi
konsultasi dan mediasi;
b. Perda Makassar yang meliputi tahap proses beracara merupakan
penanganan perkara dalam:
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i. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di
pengadilan tingkat |, persidangan tingkat banding,
persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

ii. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau utusan
pengadilan tingkat |, putusan pengadilan tingkat banding,
putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
dan

iii. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan
pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat |, putusan
pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat
kasasi, dan peninjauan kembali.

2. Verifikasi atas lembaga Bantuan hukum, pada umumnya menyatakan
lembaga bantuan hukum harus terakreditasi, kecuali misalnya Perda
Kabupaten Serang No. 4/2018 yang menambahkan berbadan hukum,
memiliki kantor atau secretariat yang tetap, memiliki pengurus dan
memiliki program.

3. Jaminan pemberian bantuan hukum berupa:

a. jangka waktu kesediaan memberikan bantuan hukum dan verifikasi
dokumen selama 1 hari kecuali Perda Kabupaten Serang No. 4/2018)
yang menegaskan verifikasi dokumen permohonan dapat melalui
media elektronik;

b. Jaminan kerahasian informasi perkara sebelum dproses; dan

c. Jaminan atas tidak disitanya dokumen oleh pemberi bantuan hukum.

4. Mekanisme Pengawasan misalnya oleh Bupati sebagaimana dalam Perda
Serang dan Karanganyar.

Dengan terbitnya UU Bankum pada tahun 2011 sebenarnya pemerintah
daerah memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi skema
dan mekanisme bantuan hukum dalam peraturan daerahnya dengan UU
Bankum. Hal ini diperlukan agar peraturan perundang-undangan Pusat dan
Daerah dapat sejalan dan tidak terjadi tumpang tindih skema atau mekanisme
bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun pada prinsipnya
pengaturan bantuan hukum di masing-masing daerah membuka kesempatan
perluasan access to justice, namun di satu sisi juga memberikan tantangan bagi
Panitia Pengawas Daerah untuk memastikan tidak adanya double payment atas
satu perkara.
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Perkembangan saat ini dari Laporan Penyelenggaraan Konferensi Nasional
Bantuan Hukum Il dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan melalui Optimalisasi
Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas yang diselenggarakan di Bali, 10-13
September 2019 diketahui bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki
peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Padahal sebagaimana uraian
sebelumnya bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama
untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara salah satunya
dengan memastikan setiap warga negara dapat mengakses hukum dan keadilan
melalui layanan bantuan hukum. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan APBD
untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah
masing-masing. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 19 UU Bankum.
Namun rumusan yang ada sekarang masih dianggap belum tegas mewajibkan
pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Oleh
karena itu perlu mempertegas rumusan ketentuan dalam UU Bankum terkait
dengan penyelenggaraan dan pendanaan bantuan hukum di daerah dalam
rangka memperkuat proses sinkronisasi dan harmonisasi baik regulasi maupun
sistem layanan bantuan hukum pusat dan daerah.

Namun demikian disisi lain ditemukan fakta beberapa pemerintah daerah
yang sudah mengatur bantuan hukum dalam peraturan daerahnya berupaya
memberikan suatu terobosan atau alternatif yang memudahkan masyarakat
dalam mengakses bantuan hukum. Trobosan tersebut meliputi: kesediaan
tenaga pemberi bantuan hukum (Advokat, Probono, Paralegal), hak dan
kewajiban pemberi bantuan hukum, dan perihal Surat Keterangan Miskin (SKTM)
sebagai syarat administrasi untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam UU
Bankum Pasal 14 ayat (1) salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan
hukum adalah pemohon harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,
kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Beberapa
peraturan daerah memungkinkan alternatif dokumen pengganti SKTM tersebut.
Secara detil terobosan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4 Tenaga Pemberi Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah

No. Peraturan Pengaturan
Advokat
1. | Perda Kabupaten | Pasal 19 ayat (1)

Karanganyar No. 5/2018 | Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi

Tentang Bantuan Hukum | dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai

Bagi Masyarakat Miskin pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau
advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan
Hukum.

2. | Perda Kota Yogyakarta No. | Pasal 20 ayat (1)

3/2019 tentang | Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh

Penyelenggaraan Bantuan | advokat yang berstatus sebagai pengurus

Hukum Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat
yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

3. | Perda Kota Padang No. | Pasal 17 ayat (1)

2/2015 Tentang Bantuan | Pemberian bantuan hukum secara litigasi

Hukum Untuk Masyarakat | dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai

Miskin pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau
advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan
hukum.

4. | Perda Provinsi Riau No. | Pasal 15 ayat (1)

3/2015 Pemberian bantuan hukum secara Litigasi
dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai
pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau
Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan
Hukum;

(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun
dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak
memadai dengan banyaknya jumlah Penerima
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum
dapat merekrut paralegal, dosen dan
mahasiswa fakultas hukum.
Probono

1. | Perda Kota Yogyakarta No. | Pasal 21

3/2019 tentang | Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat

Penyelenggaraan Bantuan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),

Hukum tidak  menghapuskan  kewajiban  advokat

tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum
secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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No. Peraturan Pengaturan
2. | Perda Kota Padang No. | Pasal 18

2/2015 Tentang Bantuan | Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak

Hukum Untuk Masyarakat | menghapuskan kewajiban advokat tersebut

Miskin untuk memberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

3. | Perda Provinsi Riau No. | Pasal 15 ayat (3)

3/2015 Pemberian bantuan hukum oleh Advokat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
menghapuskan kewajiban Advokat tersebut
untuk memberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Paralegal

1. | Perda Kota Padang No. | Pasal 17 ayat (2)

2/2015 Tentang Bantuan | Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun

Hukum Untuk Masyarakat | dalam wadah pemberi pantuan hukum tidak

Miskin memadai dengan banyaknya jumlah penerima
bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat
merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum.

Pasal 17 ayat (3)
Dalam melakukan pemberian bantuan hukum,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
hukum harus melampirkan bukti tertulis
pendampingan dari advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 17 ayat (4)
Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus telah
lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan
paralegal

2. | Perda Kota Tasikmalaya No. | Pasal 19 ayat (2)

1/2018 tentang
Penyelenggaraan Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat
Miskin

Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun
dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak
memadai dengan banyaknya jumlah Penerima
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum
dapat merekrut paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 19 ayat (3)

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
hukum harus melampirkan bukti tertulis
pendampingan dari Advokat.
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No. Peraturan Pengaturan
Pasal 19 ayat (4)
Mahasiswa fakultas hukum pada ayat (2) harus
telah lulus mata kuliah hukum acara dan
pelatihan paralegal.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar
Bantuan Hukum Litigasi diatur dengan
Peraturan Wali Kota
3 Perda Kota Yogyakarta | Pasal 20 ayat (2)
3/2019 tentang | Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun
Penyelenggaraan Bantuan | dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak
Hukum memadai dengan banyaknya jumlah Penerima
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum
dapat merekrut paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum.
Pasal 20 ayat (3)
Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus melampirkan bukti tertulis pendampingan
dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 20 ayat (4)
Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata
kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
4. | Perda Kota Padang No. | Pasal 17 ayat (2)

2/2015 Tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat
Miskin

Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun
dalam wadah pemberi pantuan hukum tidak
memadai dengan banyaknya jumlah penerima
bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat
merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum.

Pasal 17 ayat (3)

Dalam melakukan pemberian bantuan hukum,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
hukum harus melampirkan bukti tertulis
pendampingan dari advokat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17 ayat (4)

Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus telah
lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan
paralegal.
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No. Peraturan Pengaturan
5. | Perda Provinsi Riau No. | Pasal 15 ayat (2)

3/2015 Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun
dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak
memadai dengan banyaknya jumlah Penerima
Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum
dapat merekrut paralegal, dosen dan
mahasiswa fakultas hukum.

6. | Peraturan Daerah Provinsi | Pasal 16 ayat (2)

Lampung Nomor 3 Tabun | Dalam rangka pemberdayaan, biro hukum

2015 Tentang Bantuan | bekerja sarna dengan perguruan tinggi atau

Hukum Untuk Masyarakat | pemberi bantuan hukum terakreditasi, dapat

Miskin menyelenggarakan pendidikan  paralegal,
mediator, dan negosiator.

Tabel 5 Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum
Hak Pemberi Bantuan Hukum
No. Peraturan Pengaturan
1. | Perda Provinsi Jawa | Pasal 9d

Timur No. 9/2012 | Mendapatkan perlindungan terhadap:

Tentang Bantuan Hukum 1.  Kemungkinan pemeriksaan dan/atau

Untuk Masyarakat penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh

Miskin dan/atau dimilikinya sehubungan dengan

tugasnya;
2. Kerahasiaan hubungannya dengan penerima
bantuan hukum; dan
3. Keselamatan diri dan/atau keluarganya
karena melaksanakan tugasnya.
2. | Perda Kota Tasikmalaya | Pasal 11g&h

1/2018 tentang | Pemberi bantuan hukum mendapatkan

Penyelenggaraan perlindungan terhadap Kemungkinan pemeriksaan

Bantuan Hukum Bagi | dan/atau penyitaan terhadap dokumen vyang

Masyarakat Miskin dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; dan

kerahasiaan hubungannya dengan Penerima
Bantuan Hukum.
3. | Perda Kota Yogyakarta | Pasal 12 edang

No. 3/2019
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum

tentang

Pemberi bantuan berhak mengeluarkan pendapat
atau pernyataan dalam membela perkara yang
menjadi  tanggung jawab di dalam sidang
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mendapatkan jaminan
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Hak Pemberi Bantuan Hukum

perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan
selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Perda Provinsi Riau No.
3/2015

Pasal 22d
Pemberi bantuan
perlindungan terhadap :
1. Kemungkinan pemeriksaan dan/atau
penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh
dan/atau dimilikinya sehubungan dengan
tugasnya member Bantuan hukum kepada
Penerima Bantuan Hukum.
2. Kerahasiaan hubungannya dengan Penerima
Bantuan Hukum.

hukum mendapatkan

3.  Keselamatan diri dan/atau keluarganya
karena melakukan pemberian Bantuan
hukum.

Kewajib

an Pemberi Bantuan Hukum

Perda Kota Tasikmalaya
No. 1/2018 tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin

Pasal 12b & ¢

Merahasiakan segala informasi, keterangan, dan
data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan
Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-Undangan dan melayani Penerima
Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip
pelayanan publik.

Perda Kota Yogyakarta
No. 3/2019 tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum

Pasal 13 ayat 1
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. Menyelenggarakan  penyuluhan  hukum
kepada masyarakat;
b. Menjaga kerahasiaan data, informasi,

dan/atau keterangan yang diperoleh dari
Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan
perkara yang sedang ditangani, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-Undang;

c.  Melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai
dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan

d. Memberikan perlakuan yang sama kepada
Penerima Bantuan Hukum tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama,
ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik
Penerima Bantuan Hukum dan bersikap
independen.
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Hak Pemberi Bantuan Hukum

3. | Perda Provinsi Sumatera | Pasal 10
Selatan No. 8/202 | Penerima Bantuan Hukum wajib:
tentang a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau
Penyelenggaraan keterangan perkara secara benar kepada
Bantuan Hukum Untuk Pemberi Bantuan Hukum;
Masyarakat Miskin b. membantu kelancaran pemberian Bantuan

Hukum
4. | Perda Provinsi Riau No. | Pasal 23 ayat (1)

3/2015

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a. Melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai
dengan prinsi-prinsip pelayanan publik;

b. Setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur cqg.
Kepala unit kerja yang tugas dan fungsinya
terkait dengan pemberian bantuan hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan
bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum
hingga permasalahannya selesai atau telah ada
putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap
perkaranya

Tabel 6 Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah

Keterangan Miskin

No.

Peraturan

Pengaturan

Perda Kabupaten
Karanganyar No. 5/2018
Tentang Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin

Pasal 15 ayat (1)

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
surat keterangan miskin Pemohon Bantuan Hukum
dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan
Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras
Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin;

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak
memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon
Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan
tersebut.

Perda Kabupaten Serang
No. 4/2018 tentang
Penyelenggaraan

Pasal 3 ayat (1c)

Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah,
Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat
tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
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Keterangan Miskin

No. Peraturan Pengaturan
Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin
3. | Perda Kota Tasikmalaya | Pasal 14 ayat (4)
No. 1/2018 tentang | Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
Penyelenggaraan Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan:
Bantuan Hukum Bagi a. KartuJaminan Kesehatan Masyarakat;
Masyarakat Miskin b.  Kartu Beras Miskin;
c. Kartu Indonesia Pintar;
d. Kartu Indonesia Sehat;
e. Kartu Perlindungan Sosial; atau
f.  Dokumen lain sebagai pengganti Surat
Keterangan Miskin.
4. | Perda Kota Yogyakarta | Pasal 17 ayat (3)

3/2019
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum

tentang

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum
dapat melampirkan:

a. kartu menuju sejahtera;

kartu indonesia pintar;

kartu indonesia sehat;

kartu perlindungan sosial;

kartu Jaminan kesehatan khusus;
dokumen peserta program kesejahteraan
Pemerintah lainnya; atau

g. dokumen lain sebagai pengganti surat

keterangan miskin.
Pasal 17 ayat (4)
Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat
oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui
oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:

a. kepala kepolisian atau penyidik yang
memeriksa dan menyidik perkara orang
miskin pada tahap penyidikan;

b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut
umum yang melakukan pemeriksaan
dan/atau penuntutan terhadap orang
miskin pada tahap penyidikan atau
penuntutan;

c. kepala rumah tahanan negara, jika
Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan
miskin;

el N
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Keterangan Miskin

No.

Peraturan

Pengaturan

d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika
Penerima  Bantuan  Hukum  adalah
narapidana miskin; atau

e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim
yang memeriksa perkara orang miskin.

Pasal 17 ayat (5)

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani
Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan
Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk
mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka
Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat
formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat
Keterangan Miskin.

Perda Kota Padang No.
2/2015 Tentang Bantuan
Hukum Untuk
Masyarakat Miskin

Pasal 13 ayat (1)

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki
surat keterangan miskin pemohon bantuan hukum
dapat melampirkan salah satu dokumen yang di
sahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pemberi bantuan hukum membantu pemohon
bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan
tersebut.

Pasal 3

Lurah wajib mengeluarkan surat keterangan miskin
dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan untuk keperluan penerimaan bantuan
hukum.

Perda Provinsi Sumatera
Selatan 8/202 tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin

Pasal 15 ayat (1)

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki
surat keterangan miskin pemohon bantuan hukum
dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan
masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras
miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin.

Pasal 15 ayat (2)

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak
memiliki SKTM maupun kartu-kartu di ayat 1
Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon
Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan
tersebut
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B.2. Irisan Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan
Probono dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai keterkaitan antara program
bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dengan UU Advokat. Lembaga
Bantuan Hukum di Indonesia, kenyataanya masih terhambat karena
keterbatasan personil dan materil para advokat. Para advokat tidak dapat
memberikan banyak kontribusi terhadap pekerjaan probono publico,
perbenturan kepentingan antara negara dengan masyarakat untuk melindungi
dan membela orang miskin juga menjadi tanatangan tersendiri dalam
mengimplementasikan bantuan hukum.®® Akhir-akhir ini bahkan muncul
fenomena baru yang memperparah situasi ini yaitu organisasi advokat
membentuk organisasi bantuan hukum sehingga notabene pekerjaan probono
advokat dibiayai oleh program bantuan hukum. Alih-alih memperluas bantuan
hukum, yang terjadi adalah penyempitan karena tumpang tindih peran ini.

Salah satu faktor tumpang tindih peran organisasi bantuan hukum dan
probono publico yang dijalankan oleh advokat dikarenakan dalam UU Advokat
juga mengatur mengenai bantuan hukum sebagai suatu jasa hukum vyang
diberikan Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1
angka 9 UU Advokat). Pasal 22 ayat (1) UU Advokat secara tegas menyatakan
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari
keadilan. Praktek pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bukan
merupakan pekerjaan/tugas pokok dari Advokat karena Pasal 21 UU Advokat
memberikan hak kepada Advokat untuk menerima honorarium atas jasa hukum
yang telah diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan
persetujuan kedua belah pihak. Namun demikian dalam memberikan probono
atau bantuan hukum secara Cuma-Cuma advokat harus memberikan perlakukan
yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan
pembayaran honorarium.® Pada prakteknya, untuk menjalankan kewajiban
pemberian bantuan secara Cuma-Cuma advokat menggunakan dana simpanan
yang diperoleh dari honorarium.

35 Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Depok: Badan Penerbit
FHUI, 2007), him. 115.
36 Lihat Pasal 10 PP 83 Tahun 2008
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Sebenarnya UU Bantuan Hukum khususnya penjelasan Pasal 6 Ayat (2)
mengatakan “Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk
menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai
Advokat”. “Ketentuan ini” yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum.
Sehingga sebenarnya UU Bantuan Hukum telah mengantisipasi kemungkinan
adanya manipulasi penanganan kasus probono menjadi bantuan hukum.

PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian
Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sebagai turunan dari ketentuan Pasal 22 UU
Advokat, mengatur bahwasanya organisasi advokat dapat menerima
permohonan bantuan hukum dari pencari keadilan yang tidak mampu dan
kemudian organisasi advokat menjawab permohonan tersebut dengan
menetapkan advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara
Cuma-Cuma. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma
dilaporkan oleh advokat kepada organisasi advokat.

Sayangnya Pasal 15 PP No 83 Tahun 2008 merekomendasikan organisasi
advokat untuk mengembangkan program bantuan hukum dan membentuk unit
kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Pada
perkembangannya unit-unit khusus yang seharusnya menjadi wadah dan
memfasilitasi para advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-
Cuma sebagai kewajiban probono advokat kemudian setelah di keluarkannya UU
Bantuan Hukum berubah menjadi pemberi bantuan hukum.

Apabila mengacu pada penjelasan umum UU Advokat dan UU Bantuan
Hukum Konsep pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana
diatur dalam UU Advokat berbeda dengan konsep bantuan hukum dalam UU
Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam UU
Advokat merupakan bagian dari tugas profesinya dalam menegakan keadilan
serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Sedangkan UU
Bantuan Hukum merupakan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara
khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses
keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, sehingga tanggung jawab negara
harus diimplementasikan melalui pembentukan UU Bantuan Hukum.

Perbedaan lainya antara bantuan hukum Cuma-Cuma vyang diberikan
langsung oleh advokat, bantuan hukum yang diatur dalam UU bantuan hukum
diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Pada
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umumnya pemberi bantuan hukum adalah organisasi yang memang
didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum. Berbeda dengan advokat
yang bisa mengalokasikan waktu dan energinya untuk mencari honorarium dan
menyisakan pendapatannya untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-
Cuma, pemberi bantuan hukum yang umumnya adalah lembaga nirlaba
(nonprofit) kesulitan bila harus mencari keuntungan dan mengalokasikan
anggaranya untuk kegiatan bantuan hukum.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin warga negara
mendapatkan bantuan hukum dan menjawab kebutuhan dukungan anggaran
terhadap pemberi bantuan hukum, Pasal 9 huruf d UU Bantuan Hukum
menyatakan Pemberi bantuan hukum menerima anggaran dari negara untuk
melaksanakan bantuan hukum. Untuk menjawab kebutuhan anggaran
pelaksanaan bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum, Pemerintah
diwajibkan mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam
Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia. Selain dari APBN, UU Bantuan Hukum membuka peluang
bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
bantuan hukum dengan mengaturnya melalui Peraturan Daerah dan membuka
peluang pendanaan dari Hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan
lain yang sah dan tidak mengikat.

Sebagai pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum memerlukan dukungan
institusional dan operasional. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LBH
Jakarta terhadap 25 organisasi bantuan hukum (OBH) di lima wilayah ditemukan
adanya pembagian alokasi penggunaan dana bantuan hukum yang dikeluarkan
oleh OBH terdiri dari operasional penanganan perkara dan institusional support
bagi lembaga. Komponen biaya tersebut terdiri dari gaji pegawai dan biaya
akomodasi kantor yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dari biaya
pemberian bantuan hukum yang harus dikeluarkan OBH agar pelayanan
pemberian bantuan hukum dapat berjalan secara maksimal kepada masyarakat
miskin sebagai penerima manfaat. Sebagai contoh LBH Jakarta memotret biaya
pemberian bantuan hukum yang dikeluarkan oleh OBH di Jakarta pada tahun
2012, dari 808 kasus yang ditangani oleh OBH di Jakarta setidaknya telah
dikeluarkan biaya operasional penanganan kasus setiap tahunnya sebesar
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kurang lebih Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), biaya gaji pegawai
kira-kira sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu koma dua milyar rupiah), dan biaya
akomodasi kantor sebesar Rp. 316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah).
Pengeluaran biaya untuk operasional penanganan kasus yang lebih kecil
dibandingkan dengan anggaran lainnya lebih dikarenakan pada sektor kegiatan
bantuan hukum kegiatan utamanya adalah pemberian jasa.

Terkait dengan hak pemberi bantuan hukum untuk menerima anggaran dari
negara untuk melaksanakan bantuan hukum, Pasal 21 PP No 4 Tahun 2013
Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum disebutkan bahwasanya Menteri (Kementerian Hukum dan
HAM) untuk mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan
non litigasi kepada Menteri Keuangan, standar biaya yang telah disetujui oleh
menteri keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan dan
pelaksanaan anggaran bantuan hukum. PP No 4/2013 tidak membuka ruang
kepada menteri untuk menetapkan standar dukungan institusional
mengakibatkan anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum
hanya terbatas pada anggaran pelaksanaan kegiatan litigasi dan non litigasi.
Tanpa adanya dukungan anggaran institusional kepada pemberi bantuan hukum
berdampak pada kualitas layanan pemberian bantuan hukum dan ketersediaan
sumberdaya pelaksana bantuan hukum serta mempersulit penyerapan anggaran
bagi penyelenggara bantuan hukum. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa
organisasi pemberi bantuan hukum harus mencari dukungan dana lainnya
dan/atau melakukan efesiensi kegiatan pemberian bantuan hukum untuk
dialokasikan sebagai dukungan institusional.

Penerapan konsep standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan
non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP No 4 Tahun 2013, membawa
dampak penyamarataan penganggaran pelaksanaan kegiatan bantuan hukum
tanpa memperhatikan kondisi geografis, kondisi sosial penerima bantuan
hukum, jenis kasus dan kebutuhan penerima bantuan hukum. Sebagai contoh
Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2017 menetapkan pada tahap pengajuan
gugatan, persidangan sampai mendapatkan putusan pengadilan tingkat |
besaran biaya yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), anggaran
tersebut mungkin cukup untuk menangani perkara perceraiaan dimana para
pihak sudah sepakat untuk bercerai sehingga proses persidangan dan
pembuktiannya tidak terlalu rumit dengan kondisi kantor yang dekat dengan
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pengadilan, namun untuk perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan
Tergugat tidak hanya satu dan proses persidangan berpotensi panjang karena
akan adanya penundaan dan pembuktian yang rumit. Kondisi tersebut
diperparah pada daerah dengan transportasi publik yang tidak bagus atau
kondisi geografis tertentu seperti di daerah Kalimantan, papua atau daerah
kepulauaan. Kondisi ini membawa dampak organisasi pemberi bantuan hukum
melakukan penyeleksian kasus-kasus yang diberikan bantuan hukum. Akibatnya
terdapat kecenderungan organisasi bantuan hukum memilih perkara yang
mudah dan cepat penyelesaiannya sehingga sangat wajar bila jumlah kasus
perceraiaan merupakan kasus yang mendominasi kasus yang diberikan bantuan
hukum.

Selain tidak adanya dukungan institusional, penyamarataan standar biaya
pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, Penyelenggara Bantuan
Hukum juga melarang pemberi bantuan untuk melakukan pencairan anggaran
bantuan hukum non litigasi menjadi anggaran bantuan hukum litigasi untuk
penerima bantuan hukum yang sama dan perkara yang sama. Pada umumnya
pada kasus perdata khususnya sebelum dilakukan kegiatan litigasi, pemberi
bantuan hukum melakukan serangkaiaan tindakan non litigasi seperti negosiasi,
mediasi dan bila dirasakan tidak berhasil baru menempuh jalur litigasi. Mengacu
pada kebijakan ini maka kegiatan non litigasi yang dilakukan tidak dapat
dimintakan pencairan dan yang bisa dicairkan adalah kegiatan litigasi. Kegiatan
litigasi dan non litigasi pada prakteknya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang
lain, untuk mendapatkan hasil yang maksimal kombinasi kegiatan nonlitigasi dan
litigasi perlu dilakukan. Kebijakan ini secara tidak langsung juga mempersulit
penyelenggara bantuan hukum untuk melakukan penyerapan anggaran yang
sudah dialokasikan oleh APBN.

Namun demikian perlu sinergitas bantuan hukum yang dikeluarkan oleh
pemerintah dengan Probono yang dilakukan oleh advokat. Hal ini diperlukan
agara perluasan akses bantuan hukum tetap dapat diwujudkan, mengingat
Pemerintah memiliki keterbatasan dalam penganggaran baik APBN maupun
APBDnya sehingga perlu dukungan dari Bar Associates selaku organisasi induk
advokat untuk terus mengedepankan probononya dan tidak terlena dengan
program bantuan hukum pemerintah. Kedepannya juga perlu dilakukan kajian
yang komprehensif terkait dengan kebijakan penganggaran yang dapat
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mengkomodir kebutuhan riil dalam penyelesaian suatu kasus vyang
menggunakan anggaran bantuan hukum.

B.3. Program Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.
1 Tahun 2014

Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, program
bantuan hukum penyelenggaraanya tersebar ke beberapa instansi, salah satunya
adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta tiga paket
perundang-undangan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
(Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Agama dan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara), menyelenggarakan program bantuan
hukumnya yang disebut “Pos Bantuan Hukum” (Posbakum).3’

Dalam perkembangannya, program bantuan hukum berdasarkan Pasal 23
UU Bankum telah menegaskan bahwa program bantuan hukum penganggaran
dan penyelenggaraanya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI.
Namun pada praktiknya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2014 program bantuan hukum dalam lingkup MA tetap berjalan. Budi
Suhariyanto juga menegaskan bahwa, dalam makna layanan hukum tersebut
(berdasarkan Perma No. 1/2014) tidak hanya ada bantuan hukum sebagaimana
diselenggarakan oleh Posbakum, tetapi juga berupa layanan pembebasan biaya
perkara dan sidang di luar gedung pengadilan (SLGP).3® Perluasan tersebut juga
tidak terpaku pada orang atau sekelompok orang yang patut atau wajib

37 Lihat juga makalah Budi Suhariyanto “ANALISIS DAN EVALUASI LAYANAN (BANTUAN) HUKUM DI
PENGADILAN SERTA SINERGITASNYA DENGAN BANTUAN HUKUM LAINNYA”, disampaikan dalam FGD
di BPHN 3 Agustus 2020, him. 2-3 bahwa UU Kekuasaan Kehakiman maupun tiga paket UU Peradilan
(umum, agama dan tata usaha negara) tersebut di atas tidak menentukan definisi yang bersifat
eksplisit tentang bantuan hukum dan Posbakum, selain daripada yang disebutkan kriteria
pelayanannya sebagaimana dimaksud di atas. Untuk memperjelas yang dimaksud Posbakum dalam
perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dimana dalam Pasal 1 ayat (3)
menentukan definisi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah “ruang yang disediakan oleh dan pada
setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada
Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan
pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang
pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat”.

38 loc.Cit
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“dibantu” karena ketidakmampuannya secara ekonomi (miskin), tetapi juga
meliputi pemberian akses seluas-luasnya dengan “menjemput bola” atau
mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat yang aksesnya sulit atau
tidak mudah dijangkau melalui sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.
Jadi ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan itu senyatanya juga dimaknai
sebagai ketidakmampuan mengakses persidangan atau berperkara di pengadilan
dikarenakan lokasi yang jauh atau sulit transportasi serta akomodasinya.

Secara normatif, terdapat perbedaan pengaturan bantuan hukum di
pengadilan antara UU Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan
(umum, agama, dan tata usaha negara) dengan Perma No.1 Tahun 2014,
diantaranya adalah masa berlaku layanan bantuan hukum dari Posbakum yang
oleh Perma No.1 Tahun 2014 ditentukan hanya berlaku pada tingkat pertama
(Pasal 1 angka 2 dan angka 6) sedangkan menurut UU Kekuasaan Kehakiman dan
tiga paket UU Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara) dimana
seharusnya bantuan hukum dari Posbakum itu diberikan dan berlaku kepada
semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap dan bahkan sampai dengan eksekusi.3® Oleh
karena itu, sesuai dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU
Peradilan umum, agama, dan tata usaha negara) yang notabene kedudukannya
lebih tinggi secara hirarkis dibandingkan Perma, maka Posbakum vyang
ditentukan oleh undang-undang tersebut tidak tepat jika dipersempit
keberlakuannya oleh Perma. Dengan demikian penting untuk dipertimbangkan
dalam evaluasi Perma No. 1 Tahun 2014 untuk dilakukan perubahan khususnya
terkait keberlakuan bantuan hukum oleh Posbakum kepada semua tingkat
peradilan dan termasuk eksekusi putusan inkracht-nya.*

Hal lain yang perlu disoroti, bahwa meskipun dalam UU Kekuasaan
Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara),
dan UU Bankum ditentukan syarat SKTM yang menerangkan ketidakmampuan
secara ekonomi pemohon (miskin) untuk mendapatkan layanan Posbakum di
pengadilan, tetapi Perma No.1 Tahun 2014 senyatanya menamabahkan
alternatif lainnya yaitu adanya Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa
advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum

3 Ibid, him.10-11
4 |oc.Cit
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Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan (Pasal 22 ayat (2)
huruf c). Pada kenyataannya pada beberap pengadilan terdapat kelonggaran
dalam pemberian layanan Posbakum yang juga ditujukan kepada masyarakat
yang tidak miskin dan awam hukum, dan hal ini lebih bersifat kebijakan pimpinan
pengadilan untuk mencegah dan meniadakan praktek pungli di dalam
pengadilan, dimana pegawai pengadilan akan menawarkan bantuan kepada
masyarakat awam hukum dengan meminta imbalan jasa.*

Sebenarnya, pada tahun 2016 telah diadakan penandatanganan perjanjian
kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum
dan HAM dengan Mahkamah Agung Rl melalui Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam
hal menjalin kerja sama dan komunikasi bagi para pihak secara terpadu demi
terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi
permasalahan hukum (Pasal 1 angka 2). Peran Posbakum dalam perjanjian
kerjasama tersebut diarahkan untuk memberikan rujukan Organisasi Bantuan
Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung
kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara
pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada pengadilan tingkat
pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali (Pasal 4
angka 2). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 25 Perma No.1 Tahun 2014 huruf ¢
yang menyebutkan jenis layanan Posbakum salah satunya adalah penyediaan
nformasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No
16 Tahun 2011 atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat
memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Namun demikian, akan lebih baik
bilamana perjanjian kerjasama tersebut juga dapat mengakomodasi kerjasama
dalam mengakses atau menyertai SLGP sebagaimana dimaksud di atas. Jadi tidak
hanya memberikan daftar saja, tetapi juga fasilitasi SLGP bersama-sama dengan
Posbakum.

Pada beberapa hasil penelitian yang bersifat evaluatif terhadap pelayanan
Posbakum di beberapa pengadilan (tidak semua/tertentu) ditemukakan
sejumlah kelemahan diantaranya: pertama, minimnya sosialisasi tentang
keberadaan Posbakum terhadap pengunjung/masyarakat baik melalui personil

4 loc.Cit
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pengadilan maupun Posbakum;*? kedua, kurangnya informasi tertulis yang
tersedia tentang promosi layanan Posbakum seperti flyer, brosur, spanduk dan
perangkat elektronik visual ataupun lembaga penyiaran;*® ketiga, kurang
memadainya sarana berupa ruangan Posbakum yang tidak cukup strategis dan
minimnya kelengkapan serta fasilitas kerja yang tersedia,* seperti misalnya alat
tulis kantor.* keempat, pendanaan atau anggaran dana pada Posbakum yang
dinilai masih kurang memadai,*® khususnya pada pengadilan yang tergolong
banyak perkaranya yang kurang sebanding dengan jumlah pemohon layanan
Posbakum seperti Pengadilan Negeri kelas IA khusus.*” Beberapa persoalan
kelemahan tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian dari Mahkamah Agung
untuk berupaya mencarikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di
atas.

Pada akhirnya, dalam tataran filosofis, sosiologis dan yuridisnya senyatanya
keberadaan beberapa peraturan tersebut memiliki perbedaan yang dalam
konteks tertentu bukan untuk dipertentangkan tetapi justru dapat saling
melengkapi demi mewujudkan pelayanan bantuan hukum yang komprehensif,
sistematis dan massif kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu
(miskin) di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian dalam implementasinya tetap perlu upaya sinergi antara
Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dengan
Mahkamah Agung sebagai penyelenggara Posbakum dan layanan pembebasan

42 Tumbur Palti D. Hutapea, Harmonisasi Posbakum Mewujudkan Access to Justice bagi Masyarakat
tidak Mampu, dalam Muhammad Zaky Albana, dkk, Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah
Agung RI, 2018) him.62 dalam Budi Suhariyanto, /bid, him. 13

4 Tumbur, Op Cit, hm.62 dalam Budi Suhariyanto, /bid, him. 14

4 Tumbur, Op Cit, hm.63 dalam Loc.Cit

4 Alat tulis kantor ini yang digunakan petugas dalam melayani pemohon bantuan hukum dalam
setiap pelayanan. Alat tulis kantor antara lain seperti kertas digunakan untuk mengisi permohonan
pelayanan, untuk pembuatan gugatan serta dokumen hukum lain, pembuatan laporan, pena untuk
menulis layanan yang dilakukan, map untuk menyimpan arsip serta lainnya. Ari Prabowo, Peran Pos
Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas | A Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Qiyas Volume 2, Nomor 2, Oktober
2017, him.204 dalam Loc.Cit

4 Todiman Rajagukguk “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan
Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”, JOM Fakultas
Hukum Volume Ill, 1 Februari 2016, him.11-12 dalam Loc.Cit

47 Wawancara dengan Dr. Marsudin Nainggolan,S.H.,M.H. mantan Ketua Pengadilan Negeri Medan
pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam Loc.Cit
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biaya perkara. Karena pada prinsipnya baik layanan bantuan hukum, Posbakum
maupun pembebasan biaya perkara saling melengkapi dan bertujuan untuk
memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Misalnya dengan
membentuk forum komunikasi bantuan hukum yang terdri dari APH (advokat,
polisi, kejaksanaan, MA dan PPNS).

B.4. Perbandingan Pengaturan Bantuan Hukum di Indonesia dengan Belanda,
Australia, Thailand dan Inggris.

1. Belanda

Pada Tahun 1975 Lembaga Bantuan Hukum di Belanda telah menangani
kira-kira sejumlah 60.000 perkara yang mencakup bantuan konsultasi hukum
maupun berhadapan dengan konflik hukum, hal tersebut akibat dari cara
memberikan bantuan hukum yang mudah tercapai dan hampir tanpa biaya.
Bantuan tersebut dilakukan oleh mahasiswa hukum tingkat akhir yang dibimbing
oleh advokat yang sudah berpengalaman. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum di
Belanda, bertujuan antara lain:*®

a. Memberikan bantuan hukum kepada pribadi yang tidak
ditangani oleh advokat biasa;

b. Memberikan bantuan hukum kepada kelompok sosial yang
bermasalah dengan hukum;

c. Mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sistem
hukum formil;

d. Mengubah struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan
permasalahan hukum baru.

Menurut ketentuan Bantuan Hukum Belanda, penerima bantuan hukum
merupakan orang atau badan yang kemampuan kekuangan atau kekayaannya
tidak mencapi jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga
Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai
publik. Lembaga Bantuan Hukum di Belanda akan menangani semua jenis
perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180 Euro.*

48 Schuyt, K. & Sloot B, De Weg Naar Her Recht, (Deventer: Kluwer, 1976), him. 7, dan 39-40.
4 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, him. 26,
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2. Australia
Bantuan hukum di Australia dibentuk dan dibiayai sebesar SAU9.700.000
oleh Negara Persemakmuran serta SAU20.400.000 dari sumber dana lain®® yang
pelaksanaannya dilakukan secara sinergi dengan Komisi Bantuan Hukum dan
Pengaca Profesional atau Pengacara Sipil.°* Australia tidak mencantumkan hak
bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam
undang-undang federalnya, namun diakui dalam yurisprudensi dan undang-
undang negara bagian yang menciptakan komisis bantuan hukum.>?
Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus diuji melalui tiga
kriteria, yakni:>3
a. Ujikriteria pendapatan;
b. Uji kelayakan perkara; dan
c. Uji keriteria jenis perkara.
Dalam pengujian tersebut, pemohon akan diuji dalam aspek tingkat
kemungkinan menang, perbandingan efesiensi biaya berbanding dengan
manfaat pemohon, dan kelayakan biaya.>*

3. Thailand

Bantuan hukum di Thailand dibiayai oleh negara sebesar USS1,3 juta
pertahun® dan dilaksanakan oleh pengadilan, kantor perdana menteri,
kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand. Masing-masing lembaga
tersebut menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin. Section 242
Konstitusi Thailand mengaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum
dari negara. Thailand juga telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak
Sipil dan Politik yang memberikan jaminan untuk hak tersebut. Namun, tidak
diturunkan dalam peraturan perundang-undangan.®®

%0 [ oc.Cit

51 Goldie, Cassandra, Legal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote
Access to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights, Makalah ini disampaikan pada
seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan
Masyarakat Marjinal dam Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006, him. 3-4.

*2 Ibid.

%3 Loc.Cit

54 Loc.Cit

55 Ibid, hlm. 29-30

%6 |bid, him. 29
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Pasal 173 Criminal Procedure Code mewajibkan pengadilan untuk
menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan
diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa tersebut adalah anak. Lembaga
Bantuan hukum di Thailand menangani semua jenis perkara.>’

4. Inggris

Pada negara Inggris, kelayakan yaitu pemenuhan syarat untuk bantuan
hukum akan tergantung pada: jenis kasus dan keadaan keuangan.

Untuk kasus perdata (non-pidana) yaitu mencakup hal-hal seperti utang,
keluarga atau masalah perumahan hanya perlu menunjukkan tidak mampu
membayar biaya hukum dan masalahnya serius. Pada umumnya calon klien
harus memberikan perincian dan bukti penghasilan, manfaat, tabungan dan
properti pemohon batuan hukum, dan orang-orang dari pasangan calon klien.
Jika berusia di bawah 18 tahun, perlu memberikan informasi tentang
penghasilan orang tua atau wali.

Tetapi untuk kasus-kasus tertentu situasi keuangan calon klien tidak
diperhitungkan dalam hal seperti: Tribunal kesehatan mental; anak-anak dalam
perawatan; dan penculikan anak.

Hal menarik dari bantuan hukum di Inggris, penerima bantuan hukum dapat
membayar sebagaian biaya kasus. Biaya tersebut dapat berupa: membayar
sebagian biaya di muka atau membayar kembali sebagian biaya jika orang yang
berperkara tersebut memenangkan uang atau properti dari kasus.

Terdapat pula nasihat hukum gratis untuk orang setelah ditangkap dan
sebelum ditanyai di kantor polisi. Jalur untuk ini adalah:

a. Meminta “pengacara tugas” kantor polisi yang tersedia 24 jam sehari

dan independen dari polisi;

b. Memberi tahu polisi, bahwa seseorang tersebut membutuhkan nasihat
hukum, kemudian polisi akan menghubungi Pusat Panggilan Pengacara
Pembela (Defence Solicitor Call Centre /DSCC);

c. Meminta polisi untuk menghubungi pengacara.

7 Ibid, him. 29-30
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Mekanisme ini tersedia karena polisi tidak dapat menginterogasi sampai
orang mendapatkan nasihat hukum. Terdapat beberapa pengecualian untuk
kasus-kasus serius seperti terorisme tetapi hanya jika seorang pejabat senior
setuju.

Bantuan hukum juga diperoleh apabila orang dapat membuktikan ia atau
anak-anaknya telah menjadi korban pelecehan atau kekerasan dalam rumah
tangga dan tidak mampu membayar biaya hukum. Bukti ini tidak harus
didapatkan sebelum berbicara dengan pengacara bantuan hukum atau Nasihat
Hukum Sipil (CLA), tetapi mereka harus melihatnya sebelum memutuskan
apakah orang tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum. Hal yang masuk
kategori kekerasan domestik yang dapat mengakses bantuan hukum adalah:

1. Pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga. Bukti tentang
kekerasan dalam rumah tangga dapat diminta dari: pengadilan, polisi,
konferensi penilaian risiko multi-agensi (MARAC), layanan social,
seorang profesional kesehatan, misalnya seorang dokter, perawat,
bidan, psikolog atau pengunjung Kesehatan, seorang manajer
perlindungan, layanan dukungan kekerasan dalam rumah tangga, dan
sebagainya

2. Kontrol keuangan, misalnya dihentikan dari mengakses rekening bank
bersama.
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BAB Il
HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini disampaikan mengenai hasil evaluasi peraturan perundang-

undangan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak secara langsung dengan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam melakukan

evaluasi peraturan perundang-undangan, tim Pokja dibantu menggunakan

sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPHN dalam hal ini khususnya Pusat
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yaitu EVADATA.*® Dari 28 (dua puluh
delapan) peraturan perundang-undangan yang telah di inventarisasi, kemudian

di kelompok kan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

A. Kelompok Turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi
Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

B. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakkan Hukum

1.

vk W

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

%8 Dapat di akses melalui website evadata.bphn.go.id
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C.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua
Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum

dan Hak Asasi Manusia

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan,
Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban
Atau Pelaku Pornografi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

10. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial.
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Seluruh peraturan perundang-undangan yang di evaluasi dalam bab ini

menitik beratkan pada program bantuan hukum yang telah di amanatkan atau

dinyatakan secara normatif dalam salah satu pasal oleh setiap peraturan

tersebut. Lebih lengkapnya, hasil evaluasi peraturan perundang-undangan ini

akan disampaikan melalui tabel evaluasi hukum di bawabh ini.

A. Kelompok Turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam menjalankan amanat dari suatu peraturan perundang-undangan,

tentunya perlu adanya sebuah peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang.

Peraturan pemerintah (PP) ini merupakan turunan langsung dari UU No. 16

tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. PP ini mejelaskan mengenai syarat dan tata

cara pemberian bantuan hukum dan bagaimana mekanisme penyaluran dana
bantuan hukum. Beberapa hal yang fundamental untuk dilakukan perubahan
dalam PP ini adalah:

a.

Syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) perlu dihapus dan
digantikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan
keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah atau Surat
Pernyataan Tidak Mampu, atau perluasan lainya dengan mengambil
contoh dalam peraturan daerah yang telah disampaikan;

Terdapat pengulangan norma dalam Pasal 3 dan Pasal 6;

Perlu pengaturan yang memasukan kegiatan pendampingan
Aanmaaning, sita jaminan, eksekusi, dan lelang ke dalam ruang lingkup
bantuan hukum dalam Pasal 12.
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2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi
Kemasyarakatan

Tata cara verifikasi dan akreditasi adalah hal yang mendasar, dan merupakan
langkah awal dalam menjaring para calon pemberi bantuan hukum yang
berkompeten. Diharapkan setelah dilakukan verifikasi dan akreditasi, para OBH
yang merupakan ujung tombak dalam memberikan bantuan hukum dapat
meberikan pelayanan yang prima. Berdasarkan peraturan menteri ini, periode
verifikasi dan akreditas OBH adalah 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini dirasa terlalu
lama, dan menyebabkan beberapa OBH yang sebenarnya telah siap menjadi
pemberi bantuan hukum menjadi terhambat karena mekanisme administrasi ini.
Mengingat persebaran OBH di Indonesia kurang merata, dan kebanyakan hanya

terpusat pada ibu kota provinsi.
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3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10
Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan menteri ini merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 42/2013,
dan telah dilakukan perubahan sebanyak satu kali. Dalam peraturan menteri ini
terdapat trobosan yang baik dengan memperluas penggunaan dokumen lain
selain SKTM, sebagai syarat diberikannya bantuan hukum. pada Permenkumham
No. 63/2016 terdapat perluasan SKTM dapat dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan
Hukum dengan diketahui oleh pejabat penegak hukum seperti:

a.

Kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara
orang miskin pada tahap penyidikan;

Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum vyang melakukan
pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap
penyidikan atau penuntutan;

Kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah
tahanan miskin;

Kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah
narapidana miskin; atau

Ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara
orang miskin.
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4, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan menteri ini mengatur mengenai peran paralegal dalm pemberian
bantuan hukum. Sebelum dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung,
berdasarkan peraturan menteri ini paralegal dapat beracara di pengadilan.
Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 11
memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara
dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat
dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di
pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Padahal
ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses
pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal
31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
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B. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakkan Hukum
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan perundang-undangan ini biasa disebut dengan KUHAPidana.
Peraturan ini juga pernah dilakukan analisis dan evaluasi hukum pada tahun-
tahun sebelumnya dengan berbagai perspektif/sudut pandang. Pada tahun ini
analisis dan evaluasi hukum terhadap KUHAPidana akan lebih berfokus dalam hal
Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah
dilakukan, dapat dikatakan bahwa penghormatan dan perlindungan hak
Tersangka/Terdakwa untuk memilih bantuan hukum penting untuk diakui dan
dipertahanan prinsip ini menimbulkan kebebasan Tersangka/Terdakwa untuk
memilih bantuan hukum yang dirasakan pas untuk memberikan bantuan hukum
kepada dirinya. Secara tidak langsung Pemberi bantuan hukum memiliki ikatan
moril kepada penerima bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum yang
baik. Dampak dari penunjukan Penyidik, Penutut Umum dan Hakim kepada
penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa sebagaimana diatur
dalam Pasal 56 KUHAP membawa dampak menurunkan ikatan moril antara
penerima dan pemberi bantuan hukum, metode penunjukan berpotensi
pemberi bantuan hukum akan tetan menjaga hubungan dan kepentingan dari
pihak melakukan penunjukan pada dirinya, dikhawatirkan mempengaruhi
obyektifitas, profesionalitas dan kualitas bantuan hukum.
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pada dasarnya peradilan militer
berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, khususnya dalam melaksanakn
fungsi kekuasaan kehakiman terkait dengan tindak pidana militer. Peraturan
perundang-undangan ini bersifat lex specialis, karena mengatur subjek hukum
yang khusus vyaitu TNI (dalam peraturan perudang-undangan masih
menggunakan istilah ABRI). Beberapa temuan yang dapat disampaikan terkait
analisis dan evaluasi hukum pada undang-undang ini salah satunya adalah, tidak
sinkron nya ketentuan dari Pasal 9 dengan Pasal 65 ayat (2). Dimana dalam
ketentuan Pasal 9 menyatakan apabila terdapat prajurit TNI melakukan tindak
pidana baik di lingkungan militer maupun umum, maka yang berwenang
mengadili adalah Pengadilan Militer. Namun hal itu berbanding terbalik dengan
ketentuan Pasal 65 ayat (2) yang menyatkan bahwa seorang prajurit juga tunduk
kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana
umum. Hal ini menurut Reda Manthovani bukan perkara yang mudah seperti
membalikan telapak tangan.®® Pada praktinya, tindakan mengklasifikasikan
pelanggaran militer dan pelanggaran tindak pidana umum dapat dimaknai
berbeda.Yakni, adaya upaya menundukkan posisi militer di bawah kekuatan sipil.
Langkah tersebut sudah barang tentu berpotensi menimbulkan gejolak
keamanan dan politik di berbagai wilayah Indonesia.

% Hal ini memiliki problematika tersendiri, terutama apabila dilihat dengan menggunakan
pendekatan psikologis. Sejak era reformasi 1998 hingga kini, berbagai tuntutan agar memproses
prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili diperadilan umum masih menimbulkan
resistensi di kalangan militer. Bahkan pula menjadi kegamangan di kalangan masyarakat sipil. Lihat
https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5b1dff26e1e66/reformulasi-keberadaan-peradilan-
militer-di-indonesia-oleh--reda-manthovani?page=2 (di akses pada 27/11/2020)
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7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Undang-
Undang Advokat ini, ditemukan permasalahan dimensi efektivitas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan (1 temuan), Ketepatan Jenis Peraturan
Perundang-Undangan (1 temuan), dan permasalahan kejelasan rumusan (1
temuan). Adapun temuan permasalahan tersebut adalah terkait dengan definisi
bantuan hukum pada Undang-undang Advokat yang menimbulkan kerancuan
dengan definisi bantuan hukum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16
tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perbedaan konsep bantuan hukum pro
bono dan bantuan hukum sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 16
tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pelaksanaannya masih sering
dimaknai sama, serta dibatalkannya ketentuan pidana oleh Mahkamah
Konstitusi. Atas temuan permasalahan tersebut, maka Undang-Undang Advokat
ini direkomendasikan untuk diubah. Namun rekomendasi perubahan tersebut
masuk dalam kategori tidak mendesak.
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8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Dalam konteks pengaturan terkait bantuan hukum, UU tentang Peradilan
Umum ini berpotensi disharmoni dengan keberlakukan UU 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum. Sehingga rekomendasi terhadap Pasal 68B dan 68C
adalah untuk diubah, agar disesuaikan dan diintegrasikan dengan pengaturan
yang ada dalam UU Bantuan Hukum. Di luar konteks bantuan hukum, yaitu
mengenai system perekrutan dan seleksi hakim dalam pasal 14, perlu
mempertimbangkan syarat tambahan yang sangat krusial, yaitu pengalaman di
bidang litigasi, dengan melakukan best practice negara lain. Terkait fungsi dan
kewenangan panitera, mengingat posisi panitera pada peradilan sangat krusial
dan memegang peran yang penting, maka sebaiknya kode etik panitera perlu
dirumuskan dan dioperasionalkan. sehingga pengawasannya menjadi efektaif.
Panitera ini perlu juga membentuk asosiasi profesi sehingga dapat menetapkan
kode etiknya.

Dari hasil analisis pasal-pasal dalam UU ini, baik dari dimensi kejelasan
rumusan, efektivitas pelaksanaan dan potensi disharmoni pengaturan, terdapat
beberapa temuan masalah yang dampaknya cukup krusial. Maka rekomendasi
seacara umum terhadap UU ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa pasalnya. Walaupun sebenarnya pelaksanaan UU ini tetap dapat
berjalan sebagaimana adanya, namun akan lebih baik jika dilakukan
penyempurnaan. Oleh karenaya, katergori rekomendasi ini teramsuk dalam
kategori mendesak (urgent), artinya perlu ditindaklanjuti dengan didahului
pengkajian lebih dalam.
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9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur
mengenai bantuan hukum bagi anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa
pengaturan terhadap bantuan hukum dalam pasal-pasal tersebut telah merujuk
pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Ketentuan terkait bantuan hukum dalam Undang-Undan gini telah harmonis
bahkan memberikan penguatan bagi pengembangan lingkup bantuan hukum di
masa mendatang. Ketentuan-ketentuan ini direkomendasikan untuk
dipertahankan.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap PP 83
Tahun 2008 ini, ditemukan permasalahan dimensi efektivitas pelaksanaan
peraturan perundang-undangan (5 temuan) dan permasalahan disharmoni
peraturan (1 temuan). Adapun temuan permasalahan tersebut adalah terkait
dengan kurang maksimalnya sosialisasi, terbatasnya definisi bantuan hukum pro
bono, system mandatory pro bono yang tidak diikuti dengan pengaturan jumlah
minimal jam layanan pro bono per tahun, persyaratan administrasi pengajuan
bantuan hukum pro bono yang dianggap menyulitkan para pencari keadilan,
pengaturan terkait lembaga bantuan hukum (LBH) yang menimbulkan
disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, serta kelemahan pengaturan terkait penjatuhan sanksi bagi
advokat. Atas temuan permasalahan tersebut, maka PP 83 Tahun 2008 ini
direkomendasikan untuk diubah. Namun rekomendasi perubahan tersebut
masuk dalam kategori tidak mendesak.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap PP 9
tahun 2008 ini, ditemukan permasalahan disharmoni pengaturan (1 temuan).
Adapun temuan permasalahan tersebut adalah terkait dengan pengaturan
mengenai instansi pelaksana Pelayanan Terpadu kepada saksi dan/atau korban
TPPO. Berdasarkan temuan tersebut maka PP 9 tahun 2008 masih dapat
dipertahankan, namun perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam hal penerima bantuan
hukum.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 183
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

PP ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
dengan tujuan terciptanya suatu pelaksanaan diversi yang berkeadilan
Restoratif. Analisis terhadap PP ini terkait dengan pengaturan mengenai bantuan
hukum. Dari sisi Bantuan Hukum yang diatur dalam PP ini maka dapat dilihat
bahwa UU Bantuan Hukum juga melingkupi PP ini. Dalam PP ini adanya
pelayanan Bantuan Hukum pada pelaksanaan diversi dan penanganan anak. PP
ini mengatur anak dalam hal 3 kondisi:

a. anak berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana
b. anak menjadi korban tindak pidana
c. anak yang menjadi saksi tindak pidana

Pasal 2 mengatur tujuan dilaksanakan diversi adalah: mencapai perdamaian
antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan,
menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat
untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban
dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial
Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” Tujuan Pelaksanaan
Restoratif ini diharapkan dapat melindungi kepentingan anak dan melindung
kejiwaan anak yang tidak sama dengan orang dewasa, baik dalam hal anak
berkonflik dengan hukum, sebagai korban, maupun sebagai saksi.
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13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
Dalam perkembangannya, program bantuan hukum berdasarkan Pasal 23

UU Bankum telah menegaskan bahwa program bantuan hukum penganggaran
dan penyelenggaraanya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI.
Namun pada praktiknya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2014 program bantuan hukum dalam lingkup MA tetap berjalan. Makna layanan
hukum tersebut (berdasarkan Perma No. 1/2014) tidak hanya ada bantuan
hukum sebagaimana diselenggarakan oleh Posbakum, tetapi juga berupa
layanan pembebasan biaya perkara dan sidang di luar gedung pengadilan (SLGP).
Perluasan tersebut juga tidak terpaku pada orang atau sekelompok orang yang
patut atau wajib “dibantu” karena ketidakmampuannya secara ekonomi
(miskin), tetapi juga meliputi pemberian akses seluas-luasnya dengan
“menjemput bola” atau mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat
yang aksesnya sulit atau tidak mudah dijangkau melalui sidang keliling atau
sidang di tempat sidang tetap. Jadi ketidakmampuan masyarakat pencari
keadilan itu senyatanya juga dimaknai sebagai ketidakmampuan mengakses
persidangan atau berperkara di pengadilan dikarenakan lokasi yang jauh atau
sulit transportasi serta akomodasinya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 188



68T | 14 Weywnyuaway | NHdg [BUOISEN WN3NH ISen|eA Uep Sisijeuy jesnd

eped unwep ‘efes se1ay seie Ip Sueuawl 1yonJyul 145U ‘eweisad
Jepayas eAuey depir ‘lesa@s eAu snsey egduly 1ey3un eped
“yeAe| SueA wnyny isewJojul epas uesuidwepuad n3esq BJB}Jod

eAelg ueseqaqwad
ueueAe] (7)

‘ede3aN eyesn

ele| Ue|lpesad uep

ewedy ue|ipeJad

‘wnwn ue|ipelad

mm:.—csEmc\m_mmva_EQm\/m_ncmmgw@&wg
ueyyninquiaw eAUBY MEPI} UDSIW  1eYeJeASE|A|

"upjsiw 1exeleAsew epeday
32/3sn[ 03 $S200D ueBjIBQWSW 3njun jeSuewsas
ueduap uefelss yepn nusy Ul |ey ‘efes eweyad
1ey3u)y uejipeduad eped seieqas eAuey wn3eqsod

emyeq Ul |esed eped jeyisw ejigede 1e3uidusin uedumaul
‘wnyueg NN eped ynpuny wnyny ueduidwepuad P velipesuad
ey wejep uej3uepas ‘YA Lep upjsiw jeyeseAsew \Ezv_mgmoa
18eq wnyny ueueAe| uese33ue eped uejueqaq Mmm 5 cm__nmm_w_w_n_
Ip 1edep edseyuad eAeiq uesegaquad Iul |ey wejeq p Mcwb_m \vatm“
(Wwnjueg NN zz [esed 1eyipw ehelg  uesegaquiag

e|lgede jijeusalje uejel 1e3eqas) wnyueg 3uelusl ueueAe]
TT0Z/9T 'ON NN UBMJeseptaq wnynH ueniueg nndijsw ue|ipesusd
ueduap ueyiduauls 1p jedep 3un3y yeweyyen 1iep A _._o ! .zaEmE
wnyny uenjueq ueueAe| wes3oid eAusesep eped e Nepl 1eeseAsew
‘eweiad ymusquad LeSuepun - 18eq wnyny

1ex3ul) eped eAuey windeqsod uep d97s ynun "d wnyny Suepuniag ueueAe| ueuaqwad ()

uep ‘isesey ‘Suipueq ‘ewenad 1ex3uly eped nyejuaq od 1ep | ysequere | ueimelsd u :ueSUap pPNSYEWIp

esexuad eAelq uesegaqwiad ueueAe| :(g) 9y Jiing uenfm  u %Sﬁw.v_ ceuesyeiag | BUBA ‘Ul UBLIOP3d Weleq
yean T |esed elededua1ay yadsy Se}AI 43 T |esed T
ISEpUSWOY Y euy Joleyipul [9gelieA Isusawiqg ueanjesuad ON

P |esed yejung



06T | 14 Weywnyuawayl | NHd4 |eUOISEN WN)NH ISen|eA3 uep sisijeuy 1esnd

|idis  1eyeleAsew e3eqwis| yejepe uejipe3usd
wnyeqsod ueueAe] Laquad edequwal :(g) @ Jing

sniey 9z |esed weep
‘ue|ipedusad wnyeqsod ueueAe| wel ueleyedassy pnsyewip  eueweSeqas
ue3usp 1ensas sedniuaq uep uejipedusd uedusap uesnjesad uejipesuad WNYeqsod
eweselloyaq SueA ue|ipeduad wnyeqsod ueueAeq ue ueueAe] 1Iaquiad
Laquiad eSequial Lep [esesaq Sued yeues | muedued uesuepun - Ipefusw yn3jun uejipegusd
euelles uep ‘wWnyny euelies ‘1e)OApY uexedniaw v__u__nmmzumm Ise uere cmmm”ﬂw“mm uesuap ewiese(1ay9q
UYelepe wnjeqsod sesniad emyeq :(z) 9 Jiang uenfnju | deassyay | eeuesyejaq | SueA eSeqwia]
yean T |BSed | ejededsaiay Apdsy | sennnyay3 LT |esed | T
(o1)
(6)
(8)
()
(9)
(s)
()
(€)
‘ewepad
1e33ui3 eped nyeuaq
eAuey  uejipe3uad
wnyeqsod
uep ue|ipeduad
3unpsp Jenq
Ip Suepis eJejuswas
‘lleqwiay ueneflujuad
"INQ9S49Y [BY ueynye|sw yniun uese33ue epe uep Isesey|
3epll euaJey yeesewdaq Ipefusw eAuisnyasys deyel 1e33un ‘Buipueq
ISepUBWIOY3Y sislleuy Jojeyipu| [egeleA Isuswiqg ueinjesusad ON




T6T | 14 Weywnyuaway | NHdg [BUOISEN WN3NH ISen|eA Uep Sisijeuy jesnd

‘uenieysad jedepusw npad Ipuss ueye2AusW
N1 wnyny ueniueq uenaqwad lep seijeny esnf eligedy '3
unweu ‘efes eAu ssaoop eAuey epiy ueyieytadip “ue|ipesuad yajo
nuad 3ueA 1dey ‘2o1snf 01 SSa20p  ueylIBqUIBW ueydeisip Sueh
yejepe eAuJesep eped |ul wnyeqsod lep uen[ng iseyiylleny sa1 snin 4
'snsey 0T 3Y1pas Suljed juedueusw ye|al eAuyeplias "yeueAs
sniey [Selpatye  uep  ISejilSA  uejnfe3usw euefies neje wnyny
SueA isesiuedio neje Hgl emyeq ‘Iseypaiy euelles [ewiuiw
uep ISeyIl9A 8uelual €T0Z/E "ON Weywnyuaw.ad Jejadiaq SueA
4 $nuny T |esed ueduap uey3uipueqip iedep 1ul |eH e|lpeduad wn3eqsod
- upjippbuad Ip DIDIDI3G NDID/UDP Ip seSnyiaq eAunueu
pJpyIad JupBuDUAW Wojpp UDWDPBUSD IYjIWaW,, 3ued ejos3ue
IAUnQJag 3, Jniny eped ‘WNYeqsod UeueAeT neie jels piwsw. e
11aquiad Ipefuaw njun jeseAs edesagaq 1edepus) 1e40ApY Suelo nes
eyew ‘iUl uedniesad eped /7 |esed 1eylpw ejigedy [ewuiw PIwsN--
"188u13 uenungduad 1p wnyny uelpeduad
uenjueq uep Iseynsuoy eSeqws| neie Hgl lep Ip eJeoelag neje/uep
|esesaq ueA (AS'S ‘HS) 1B OApPE Yelepe [ul wnyeqsod eieyiad  |ueBueuawl
ueueAe| uep sedniad esed eAusesep eped Iper wejep - uewejeduad
MW+ 7
ue|ipe3uad wnx3eqsod ‘ue|IpeSuad
ueueAe] Bagqwad eSeqwal  euRMIY  leuadusw wnyny yehejim
LT |esed Ip llsiwoplag g
"138u1} uenungduad ‘wnyny
Ip WNYNY Uenjueq uep Ise}Nsuoy egequwa| neje/uep uepeq  jnjuagleg e
1ey0Ape I1sajo4d Isesiue3io eped wnyny ISe3OApe nYyaq 1e3eqgas
el19) Jun neje/uep wnyny Isejoape eipaduad ISEMPN Iynuswaw
ISepuUsWOoy3Y sisljeuy Jojeyipu| [egeleA Isuswiqg ueinjeSuad ON



26T | 14 Wweywnyuaway | NHdg [BUOISEN WNXNH ISen|eA Uep Sisijeuy 3esnd

‘wnyeqsod
Ip ueynyejip SueA wnyny uenjueq uenaquad
sejljeny euewe8eq ueeAuepnad Ipeflusw exew
2 4niny £z |esed IsenwJoy leyljaw ejiqede exen

‘yelieAs euefieg neje
wnynH euelies neje
1B 0APY Suesoas
ueseme3uad yemeq
Ip  epe se3nuaq
ePWE[9S Uep eJedy
wnynH apjedd e1as
BJRDY WNYNH yelny
eljew  snin|  uep
SMS 0¥T yndwausw

yelal 3ueA
sniey  ‘uejipeSuad

wnyeqsod
p seSnuaq

jnun  emsiseyew

ISEpUSWIOYDY

sisijeuy

Joweyipy|

[9qeLeA

Isuswig

ueunie8uad

ON




C. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Negara Indonesia sebagai bangsa yang besar dikenal sebagai bangsa yang
terdiri dari beraneka ragam budaya didalamnya. Sebagai bangsa yang berbudi
luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat sehingga tercermin nilai-nilai
keagamaan dan budaya bangsa, yang salah satunya adalah menghormati serta
menghargai peran dan kedudukan orang-orang lanjut usia dimana para orang
tua tersebut memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang
dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan
dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan
dikembangkan.

Salah  satu upaya dalam memelihara, mempertahankan, dan
mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui
upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan
kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Suatu cara dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial untuk lanjut usia salah satunya dilaksanakan secara berdaya
guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan
undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik
aparatur pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-
Undang ini direkomendasikan untuk dipertahankan, namun terdapat catatan
terkait dalam hal Bantuan Hukum bagi orang Lanjut Usia yang pada dasarnya
termasuk dalam kategori kelompok rentan.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 193



dela|
1Sepuswoyay

76T | 14 Weywnyuawayl | NHdg |eUOISEN WN)NH ISen|eA3 uep sisijeuy lesnd

nfue| eisn yodwosy depeytay epagdaq
SueA uenyepuad eAuepe uedjeuewe3usw

Suepun-3uepun emyeq  ueypnfunusw
Jueyepnwiay, eiey  ‘uejuald  yodwoley
leSegas  3uojo8usy} jedep SueA infug)

eisn yodwo|ay 18eq wnyny uenjueq ueuehe|
ueyepnway eAuelpasia) 3uolopusw 8661
unye] ¢T JowoN Suepun-Suepun emyeq
uespinfunuaw  [Ul UBNIUSISY-UEBNIUDISY

‘ue|ipeduad
Jen| 1p undnew wejep Ip Mleq wnyny
uenjueq uep ueueAe| B1ISS WNYNY ISE}NSUOY
uep ueyninAuad nndisw  jur Suepun
-uepun wejep pnsyewip SueA wnyny
uenjueq uep ueueAe| 1e3eqgas pnsyewip SueA
emyeq se;pliadwasw ueipnway 8T |esed

‘(F4nany
ZT |esed uep 4 jnuny TT |esed) |eisusjod

jeply SueA undnew |eisuslod 3ueA yieq eisn
nfue| yodwolay 13eq |elsos ueesaryelasay
ueley3uiuad eAedn uep ((7) 1eAe g |esed)
eisn infue] yodwo|ay epeday ueedseyduad
uep uelewJsoyduad jyniusq ledegas wnyny
uenjueq uep UeueAe| Welep ueyepnuwsy
ueywniuesusw i Suepun-3uepun

sisileuy

epagJaq SueA
32Agns eped
1NQas4al yey
ueylIqWIBW
1de}ay 1ey3unas
ueJniesad yiga|
nele (enp) ¢
eped ewes 3ueA
ey leusaduaw
uelnieduad

Jo1e)jipuy]

YeH
[ageleA

ueinieduad
juow.eysiq

Isuswiq

‘wnwn
euesesesd uep ‘euedes
‘seyljise; ueeun3d3uad
wejep ueyepnuwiay @

‘ueynejad uep
ueyipipuad ueueAejad ‘p
‘el
uejedwasay ueuehAejad 2
‘ueleyasay ueuehejad q
‘lenyuids |ejusw uep
ueewedeay ueuehAejad ‘e
Jndijpw
SueA |e1sos ueesailyelasay
ueyjey3uluaw 3yniun
Jey ueyuaqip eisn infug
epeday ueediseyduad uep

uejewsoysuad  1e3eqas
‘eJedaulaq

uep ‘es3uequaq
“1eyeleAsewdaq
uednpiyay

weljep ewes 3ueA ey

leAundwaw eisn  infuel (T)
S |esed

ueJlnle8uad

T
ON

Z€ :lesed yejunr



ISepuaWoNaY

G6T | 14 Weywnyuaway | NHdg [BUOISEN WN3NH ISen|eA Uep Sisijeuy jesnd

‘eisn infue| yodwo|ay 13eq
wnyny ueniueq e3nf iandijsw Jede senjiadip
wn)yny uenjueg 8Suepun-Suepun wejep
wnyny uenjueq ewsuad emyeq updunw
1e3ues ‘uedsp esew 1p ‘uepjiwap ueduag

wnyny uenjueq 3uepun-3uepun

wejep Jnieip ueipnway euewedeqas ewnd

-eWn) BJeJas wnyny uenjueq uelsquiad

1edeqas leuyewlp efes esiq 1ul  ueyepnway,,

‘eAuure| 1eyeseAsew yodwo|ay ueyduipueqip

wnyny uenjueq yajosadwsw  weep
sisljeuy

Jo3exIpy|

[9qeleA

Isuswiq

3.
Jnuny 11enaay (¢) 1eAe eped
pnsyewip  euewle3eqas
ueyepnuway ueyledepusw
|eisujod eisn infue| 13eg
“WY, $ndny uep ‘,p,,
jnuny ‘0, Jnuny 11enoay
(z) 1eAe eped pnsyewlp
euew|edeqas ueyepnuway
ueyjedepusw  |eisuajod
depiy  eisn infug)
‘|e1sos uenijueq 'y
‘lelsos uedunpuijad ‘3
‘wnyny
uenjueq uep ueueAe|
weep ueyepnuwiay ‘}

ueinie8uad

18eq (g)



15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai Undang-Undang payung dalam persoalan Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 ini juga memiliki ketentuan yang terkait
dengan pemberian bantuan hukum, utamanya akses setiap orang terhadap
bantuan hukum. Meski demikian, aturan ini tidak secara spesifik membebankan
kewajiban terkait dengan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur oleh
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga tidak
terdapat disharmoni antara undang-undang ini dengan undang-undang bantuan
hukum. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk tetap mempertahankan
ketentuan yang ada terkait bantuan hukum.
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16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini terdapat 3 (tiga) temuan pasal yang mengatur
mengenai bantuan hukum yakni Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 64. Hasil analisis
menunjukkan bahwa pengaturan terhadap bantuan hukum dalam pasal-pasal
tersebut perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini memberikan hak atas bantuan
hukum terhadap setiap anak yang dirampas kemerdekaannya. Perlindungan ini
belum diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum. Meski pada dasarnya semakin besar perlindungan adalah
semakin baik, namun ketentuan ini tetap perlu diharmonisasikan agar dapat
meningkatkan kepastian hukum dalam pemberian bantuan hukum.
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17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Analisis terhadap UU ini hanya yang terkait dengan pengaturan mengenai
bantuan hukum, yaitu Pasal 10 yang menyebutkan bahwa salah satu hak Korban
adalah mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan PUU.
Mengingat banyaknya pengaturan yang menyebutkan hak bantuan hukum bagi
golongan masyarakat tertentu (termasuk korban KDRT), maka sebenarnya
ketentauan pasal yang tersebar dalam PUU sector lain ini menjadi dasar bagi
rekoemndasi terhadap perubahan pasal yang mengatur penerima bantuan
hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak ada
rekomendasi perubahan dalam UU ini, khususnya terakait pasal 10 mengenai
bantuan hukum bagi korban KDRT.
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18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang
pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya lkan. Permasalahan
yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar
minyak; pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), serta
perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang
dihadapi Pembudi Daya lkan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas
penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang
terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah
sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir;
serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara
faktual Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam di Indonesia
mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan
terbatas.

Atas dasar hal tersebut, dalam upaya memberikan Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam diperlukan
pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri. Karena
undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum
memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang
memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi
Daya lkan, dan Petambak Garam. Agar upaya tersebut bisa lebih maksimal, maka
diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam. Undang-
Undang ini direkomendasikan untuk dipertahankan, namun perlu
memperhatikan catatan terakait pemberian Bantuan Hukum bagi Nelayan,
Pembudi Day lkan dan Petambak Garam karena perlu dilakukan harmonisasi
dengan UU Bankum.
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19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia

Analisis terhadap UU ini hanya yang terkait dengan pengaturan mengenai bantuan
hukum, yaitu Pasal 6 dan Pasal 21 yang menyebutkan bahwa salah satu hak pekerja
migran yang berhadapan dengan hukum adalah memperoleh pelindungan dan bantuan
hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan
penempatan. Mengingat banyaknya pengaturan yang menyebutkan hak bantuan hukum
bagi golongan masyarakat tertentu (termasuk pekerja migran), maka sebenarnya
ketentauan pasal yang tersebar dalam PUU sektor lain ini menjadi dasar bagi
rekomendasi terhadap perubahan pasal yang mengatur penerima bantuan hukum dalam
UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam pelaksanaannya, perlu
koordinasi yang lebih tertib, dan pengawasan terhadap jalur pendanaannya, agar alokasi
anggaran bantuan hukum tidak duplikasi, tepat sasaran dan dapat dipantau dan diawasi.
Tidak ada rekomendasi perubahan dalam UU ini, khususnya terakait pasal 6 dan Pasal 21
mengenai bantuan hukum bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum dan
mendapat perlakuan tidak adil selama menjalankan tugasnya.
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20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sebelumnya pengaturan mengenai penyandang disabilitas di atur dalam UU
No. 4/2017 tentang Penyandang Cacat. Namun peraturan perundang-undangan
ini di anggap belum berperspektif HAM, karena materi muatan nya lebih bersifat
belas kasihan (charity based). Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang
ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang
Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat,
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,
termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan
pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk
mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil,
sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan
Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari
penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta
pelanggaran hak asasi manusia.
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan,
Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau
Pelaku Pornografi. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur Pendampingan adalah
suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri anak yang
menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya
sendiri. Perlunya pembinaan, pendampingan, dan pemulihan anak yang menjadi korban
maupun pelaku pornografi sangat perlu dilaksanakan demi perlindungan terhadap psikis
dan mental anak.

Analisis terhadap PP ini terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum.
Tenaga bantuan hukum merupakan salah satu tenaga yang diberikan dan difasilitasi oleh
Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam rangka Pendampingan selain pekerja sosial
profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; tenaga petugas pembimbing
rohani/ibadah; tenaga pendidik. Dalam Pasal 20 juga diatur bahwa bantuan hukum dapat
juga diberikan oleh lembaga sosial, hal ini tidak seperti bantuan hukum yang diberikan
dalam UU Bantuan Hukum
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri

Permasalahan pekerja luar negeri atau migran di Indonesia merupakan
perosalan krusial dan menyita perhatian publik, khususnya kekerasan terhadap
tenaga kerja Indonesia (TKI), pekerja migran ilegal, hingga persoalan administrasi
lainya. PP ini adalah turunan langusng dari UU No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah
di ganti dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.®!
PP ini direkomendasikan untuk dipertahankan namun terdapat beberapa catatan
terkait Bantuan Hukum bagi TKI pada masa penempatan di luar negeri.

61 Lihat Pasal 89 huruf a UU No. 18 Tahun 2017
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23. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 2 PP ini diatur tujuan
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan: 1).
memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas; 2). menjamin pelaksanaan
fungsi sosial penyandang disabilitas; 3). Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang
bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan 4). Mewujudkan masyarakat
inklusi.

Berdasarkan Pasal 4 peraturan perundang-undangan ini, bahwa
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Jaminan
Sosial; Pemberdayaan sosial; dan Perlindungan Sosial. Analisis terhadap PP ini
terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum. Pemberian bantuan
hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diatur dalam PP
ini yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait,
gubernur, dan bupati/wali kota. Hal ini menunjukkan peran pemerintah pusat
hingga daerah dalam rangga penyelenggaraan Kesejahteraan sosial terutama
bagi penyandang disabilitas. Bantuan hukum diberikan dalam rangka
kepentingan Penyandang Disabilitas dalam menghadapi masalah hukum vyaitu
pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
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24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial

Perpres ini melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial dimana UU nomor 7 tahun 2012
mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan
penyelematan, perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik
terhadap perempuan dan anak. Politik hukum Perpres ini menilai perempuan
dan anak dianggap sebagai pihak yang rentan terhadap bentuk-bentuk
kekerasan terutama kekerasan seksual. Perpres ini juga menimbang kurang
optimalnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak.
Selain itu perlindungan ini juga merupakan bukti keterlibatan Negara dalam
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan
terhadap anak sebagai generasi bangsa.

Analisis terhadap Perpres ini terkait dengan pengaturan mengenai bantuan
hukum. Yaitu dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b dan pasal 9, penyediaan layanan
terhadap perempuan dan anak korban kekerasan salah satunya adalah layanan
bantuan hukum dan pendampingan. Perpres ini juga mengatur tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pusat yang dari susunan ketua sampai anggota
meliputi menteri-menteri yang terkait dan mempunyai wewenang untuk ikut
melaksanakan pelayanan-pelayanan yang diberikan dalam Perpres ini dalam
rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak
dalam konflik sosial.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah
dilakukan terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, yaitu:

A.1. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

1.

Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam undang-undang ini memiliki definisi sebagai jasa
hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada penerima bantuan hukum. Namun dalam ketentuan umum
tidak terdapat definisi yuridis terkait “jasa hukum”. Hal ini menimbulkan
perbedaan penafsiran dari pihak Pemberi maupun Penerima Bantuan
Hukum Pada praktiknya terdapat beberapa pemberi bantuan hukum
menafsirkan bahwasanya yang bersifat cuma-cuma hanya terbatas
pada jasa yang diberikan, sedangkan pengeluaran yang bersifat
operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, penggunaan
ahli, penerjemah dll tidak termasuk jasa hukum sehingga tidak dapat
dikategorikan secara cuma-cuma dan dapat dimintakan kepada pihak
yang membutuhkan atau berkepentingan dalam hal ini penerima
bantuan hukum.

Pada satu sisi beberapa penerima bantuan hukum dapat juga
menafsirkan “jasa hukum cuma-cuma” bersifat keseluruhan tidak hanya
jasanya semata namun seluruh tindakan dan pengeluaran yang
dilakukan oleh pemberi bantuan hukum termasuk dengan biaya
operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, legalisir, ahli,
penerjemah dll. Beberapa penerima bantuan hukum beranggapan dan
berharap mereka tidak mengeluarkan biaya apapun ketika
permasalahan hukumnya mendapatkan bantuan hukum dari pemberi
bantuan hukum.

Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum juga harus
dipahami secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN | Kemenkumham RI | 229



sekedar dalam batas konvensional semcam bantuan hukum di mana
pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum berhadapan
secara langsung.
Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-undang bantuan hukum
memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang
parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Dalam hal ini kita
juga dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan
Pasal 3 huruf b UU Bankum. Terkait dengan kriteria kurang mampu atau
miskin, maka perlu kiranya suatu penjelasan terkait dengan hal ini.
Merujuk kepada perkembangan beberapa undang-undang seperti
Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, Undang-Undang
tentang Kelompok Disabilitas dan Undang-Undang perlindungan Anak
serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga serta perkembangan atas perkara pidana yang ada, maka
kelompok-kelompok ini (perempuan, anak atau masyarakat suku
terpencil) belum termasuk menjadi penerima bantuan hukum, padahal
tiap-tiap peraturan tersebut mewajibkan bahwa apabila kelompok yang
telah disebutkan sebelumnya ini menghadapi suatu permasalahan
hukum maka wajib untuk diberikan bantuan hukum. Dalam hal
pembutktian sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu tersebut
membuktikan Surat Keterangan Miskin (SKTM) yang diperoleh dari
keluarahan setempat. Namun hal ini pun juga terdapat permasalan baik
di tataran normatif maupun empiris.
Pemberi Bantuan Hukum
Pada pelaksanaannya, kendala yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi
dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum selaku garda terdepan
dalam memberikan access to justice bagi masyarakat miskin seperti:
a. Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah
dan Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan;
b. Calon Pemberi Bantuan Hukum belum memahami prosedur
pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini misalnya, Calon
Pemberi Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan
yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi;
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c. Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dijangkau oleh
Kelompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat
dikarenakan kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan
pemeriksaan administrasi dokumen yang disampaikan dalam
aplikasi Sidbankum tanpa ada pemeriksaan faktual.

Jumlah sebaran Advokat pada setiap Provinsi di Indonesia sebanyak
4.300 (empat ribu tiga ratus) orang dan Paralegal sebanyak 3.957 (tiga
ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang yang tergabunga dalam PBH
terakreditasi.
Periode Akreditasi dan Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum
Dalam Pasal 7 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa verifikasi dan
akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Terkait periode 3 tahun
ini, dilapangan ditemukan permasalahan karena ada beberapa OBH
yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode
verifikasi akreditasi dilaksanakan. Hal ini dianggap bisa menghambat
access to justice, terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah OBH
minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini juga dikemukakan
dalam Konfrensi Nasional Bantuan Hukum Ke-2 (Bali, 10-13 September
2019).
Ruang Lingkup Bantuan Hukum
Dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum, lingkup bantuan hukum meliputi
masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi
maupun nonlitigasi. Namun seiring perkembangan kondisi saat ini, tidak
menutup kemungkinan masyarakat miskin tersebut juga berhadapan
dengan masalah hukum lain, seperti pengajuan uji materiil di MK dan
MA, Perkara di peradilan khusus (perburuhan), dan lain sebagainya.
Selain itu, setelah putusan pengadilan ditetapkan proses selanjutnya
adalah eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan tersebut). Dalam
perkara perdata, masalah atau persoalan eksekusi ini selalu menemui
kesulitan utk dilaksanakan, seperti aanmaaning, sita jaminan, lelang
dan lain sebagainya, karena sebenarnya pemberi bantuan hukum
memiliki kewajiban untuk mendampingi hingga perkara hukumnya
selesai.
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6. Ketersediaan Informasi dan Kesadaran Masyarakat terkait Program
Bantuan Hukum
Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (lJRS) bahwa
sebanyak 52% masyarakat umum di Indonesia yang tidak mengetahui
adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah. IJRS
juga menilai bahwa pengguna bantuan hukum masih relatif sedikit, dari
sebanyak 48% masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum
cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah.
Pada dasarnya program bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No.
16 Tahun 2011 yang dalam pembentukannya, politik hukum yang diambil adalah
bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini hanya diperuntukan kepada
masyarakat miskin berjalan dengan efektif, namun masih memiliki beberapa
kendala baik dalam tataran normatif maupun empiris. Kendala ini kemudian
berdampak pada tataran implementasi di lapangan terkait pemberian program
bantuan hukum.

A.2. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

1. Dampak Terhadap Peraturan Daerah
Pemerintah Daerah berusaha memberikan jalan alternatif atau suatu
trobosan untuk mengatasi kebuntuan tersebut dan diharapkan seluruh
masyarakat terutama masyarakat miskin dapat memliki access to justice
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang tengah
dihadapi. Trobosan tersebut meliputi beberapa hal yaitu seputar
kesediaan tenaga pemberi bantuan hukum (Advokat, Probono,
Paralegal), hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, dan perlihal
Surat Keterangan Miskin (SKTM) sebagai syarat administrasi untuk
memperoleh bantuan hukum.

2. UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan Kaitanya dengan UU No.
18/2003 tentang Advokat
Muncul fenomena baru yang memperparah situasi ini yaitu organisasi
advokat membentuk organisasi bantuan hukum sehingga notabene
pekerjaan probono advokat dibiayai oleh program bantuan hukum. Hal
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yang terjadi adalah penyempitan karena tumpang tindih peran peran
organisasi bantuan hukum dan probono publico yang dijalankan oleh
advokat dikarenakan dalam UU Advokat juga mengatur mengenai
bantuan hukum sebagai suatu jasa hukum yang diberikan Advokat
secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

Program Bantuan Hukum berdasarkan Perma No. 1/2014

Pasal 23 UU Bankum telah menegaskan bahwa program bantuan
hukum penganggaran dan penyelenggaraanya berada di bawah
Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun pada praktiknya berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 program bantuan
hukum dalam lingkup MA tetap berjalan. Berdasarkan pemaparan
dalam sebelumnya, pada tataran filosofis, sosiologis dan yuridisnya
senyatanya memiliki antara beberapa peraturan tersebut memiliki
perbedaan yang dalam konteks tertentu bukan untuk dipertentangkan
tetapi justru dapat saling melengkapi demi mewujudkan pelayanan
bantuan hukum yang komprehensif, sistematis dan massif kepada
masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) di seluruh
wilayah Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori mendesak.

Secara spesifik diberikan beberapa rekomendasi terhadap undang-undang ini

yaitu:

1.

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1, terkait definisi bantuan hukum
sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan
memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam
pelaksanaanya. Selain itu perlu batasan yang jelas terkait “jasa hukum”
dan penambahan definisi terkait ruang lingkup yaitu operasional dan
institusional. Serta perlu dipikirkan mengenai biaya perkara apakah
masuk dalam pembiayaan bantuan hukum atau diatur di bagian lain
mengenai pembebasan biaya perkara untuk kasus yang ditangani
OBH/LBH. Serta menambahkan definisi-definisi yuridis yang telah ada
pada peraturan turunan, namun tidak ada dalam undang-undang induk
seperti:
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Pemohon Bantuan Hukum;

Perkara;

Litigasi dan Non Litigasi;

Verifikasi;

Akreditasi;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

S o Qo 0 T w

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2, terkait perluasan penerima
bantuan hukum, apabila memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan baik yang lahir sebelum adanya UU Bankum
maupun sesudahnya, beberapa telah mengamanatkan bahwa terdapat
subjek hukum lain (selain orang atau kelompok orang miskin) yang wajib
diberikan bantuan hukum. Terkait SKTM, juga perlu mengubah
ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf ¢, perluasan-perluasan sebagaimana
yang terdapat dalam peraturan turunan hendaknya di munculkan
dalam formulasi pasal. Kajian komprehensif perlu dilakukan untuk
melihat kondisi atau fakta di lapangan, terkait dengan adanya kelompok
masyarakat yang masih belum dapat mengakses bantuan hukum;
Mengubah ketentuan Pasal 4, dengan menambahkan terkait Judicial
Review, baik di MA ataupun MK. Serta memperluas hingga pada tahap
eksekusi putusan pengadilan;
Mengubah ketentuan Pasal 5, dengan menyesuaikan perubahan dalam
Pasal 1 angka 2;
Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (3), terkait periode verifikasi dan
akreditasi OBH. Hendaknya dilakukan perubahan sesuai dengan hasil
evaluasi yang telah dilakukan, dimana terdapat beberapa opsi terkait
hal ini;
Mengubah ketentuan Pasal 12, dengan membuka ruang bantuan
hukum hingga masuk pada tahap eksekusi dan/atau pelaksanaan
Putusan Pengadilan;
Mengubah ketentuan Pasal 14, membuat formulasi yang lebih umum
terkait “SKTM” sebagai syarat utama untuk memperoleh bantuan
hukum;
Mengubah ketentuan Pasal 19 ayat (1), merubah frasa “dapat” menjadi
“wajib” berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan;
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10.

11.

Mengubah ketentuan Pasal 21, perlu memberikan kualifikasi delik
apakah pasal ini termasuk kategori “kejahatan” atau “pelanggaran”
karena KUHP kita masih menganut hal ini, dan hal ini juga telah sesuai
dengan Petunjuk No. 121 Lampiran UU No. 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum, perlu dilakukan pelatihan dan
penyuluhan hukum terkait tata cara pemberian bantuan hukum serta
mekanisme verifikasi dan akreditasi, sehingga selain adanya
peningkatan kualitas SDM, kesatuan akan pemahaman prosedur
verifikasi dan akreditasi juga tercapai. Hal penting lainya, mengingat
sebaran PBH belum merata, dan keterbatasan jumlah personel
Advokat, maka perlu juga memaksimalkan peran tenaga Paralegal
dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Dalam hal ketersediaan informasi dan peningkatan kesadaran
masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan access to justice, perlu
dilakukan penyuluhan hukum lebih lanjut terkait adanya program
bantuan hukum gratis dari pemerintah;

Terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan terkait, dapat

disesuaikan berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan dalam tabel

evaluasi peraturan perundang-undangan, secara singkat disampaikan sebagai

berikut:

Kelompok Turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum,
direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan
mendesak;

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi
Kemasyarakatan direkomendasikan untuk tetap dipertahankan, namun
perlu memperhatikan hasil analisis terkait periode akreditasi;
Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
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Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;
Peraturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, direkomendasikan untuk
di ubah dengan kategori perubahan mendesak.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakkan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
direkomendasikan untuk tetap dipertahankan, namun perlu
memperhatikan hasil analisis terkait penerima bantuan hukum;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,
direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan tidak
mendesak;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan tidak
mendesak.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum,
direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan tidak
mendesak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, direkomendasikan untuk tetap dipertahankan, namun
terhadap ketentuan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum
bagi anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,
direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan tidak
mendesak;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang, direkomendasikan untuk tetap
dipertahankan;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(Dua Belas) Tahun, direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di
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Pengadilan, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori
perubahan mendesak.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia, direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, direkomendasikan untuk tetap
dipertahankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, direkomendasikan untuk tetap
dipertahankan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, Dan Petambak Garam,
direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia, direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,
direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan,
Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban
Atau Pelaku Pornografi, direkomendasikan untuk tetap dipertahankan;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, direkomendasikan untuk tetap
dipertahankan;

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, direkomendasikan
untuk tetap dipertahankan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial,
direkomendasikan untuk tetap dipertahankan.
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